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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

Tahun 2021  disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja 

pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dna Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

memuat tentang analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja 

indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya. 

Laporan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, 

misi, tujuan, sasaran, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan demi terwujudnya 

pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance). 

Akhirnya, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, semoga 

laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

melalui kontribusinya dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, 

efisien, dan lebih berorientasi pada pelayanan bagi masyarakat. Semoga Allah SWT tetap 

melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin. 

Surabaya, 22 Februari 2022 
Ketua, 
 

 

 

Dr. H. Bahruddin Muhammad S.H., M.H. 

NIP.195705021981031006
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

TAHUN 2021 

 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya Tahun 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi 

informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan 

secara akurat, handal, dan valid. 

 

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan 

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. 

 

Surabaya, 22 Februari 2022 
Ketua, 
 

 

 

Dr. H. Bahruddin Muhammad S.H., M.H. 

NIP.195705021981031006
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan 

kekuasan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang 

strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. Seluruh program kerja 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target 

kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan. 

Visi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada visi Mahkamah Agung R.I., yaitu 

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya” dengan mengemban 4 (empat) misi, 

antara lain: (1) Menjaga kemandirian badan peradilan; (2) Memberikan pelayanan hukum 

yang berkeadilan kepada pencari keadilan; (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan 

badan peradilan; dan (4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

telah menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang ingin dicapai pada 2020-2024, yaitu: (1) 

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan 

yang pasti, transparan, dan akuntabel: (2) Peningkatan efektivitas pengelolaan 

penyelesaian perkara; dan (3) Peningkatan manajemen peradilan agama yang bermutu. 

Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator setiap sasaran strategis 

pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel berikut: 
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SASARAN STRATEGIS 1 

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase sisa perkara perdata agama yang 

diselesaikan 

100% 100% 

(22 

perkara) 

100% 

Persentase perkara perdata agama yang 

diselesaikan tepat waktu 

97% 99,04% 

(514 

perkara) 

102,10% 

Persentase perkara banding yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi 

73% 81,12% 

(421 

perkara) 

111,12% 

Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama 

yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat 

Banding 

93% 98,6% 109,55% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 1 105,69% 

 

SASARAN STRATEGIS 2 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase salinan putusan perkara perdata yang 

dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu 

100% 100% 

(519 

perkara) 

100% 

Persentase putusan yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah putus 

100% 100% 

(8 

perkara) 

100% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 2 100% 
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SASARAN STRATEGIS 3 

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang Bermutu 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang 

ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

Persentase Peradilan Agama yang dilakukan 

surveillance APM dengan nilai A excellent 

100% 100% 100% 

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100% 96,55% 96,55% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 3 98,85% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN 101,51% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari 3 (tiga) sasaran kegiatan terdapat 8 

(delapan) indikator kegiatan sasaran telah mencapai target, yaitu pada pencapaian: (1) 

Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan; (2) Persentase perkara perdata 

agama yang diselesaikan tepat waktu; (3) Persentase perkara banding yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi; (4) Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang 

puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding; (5) Persentase salinan putusan 

perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu; (6) Persentase 

putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 

1 hari setelah putus; (7) Persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti; 

dan (8) Persentase Peradilan Agama yang dilakukan surveillance APM dengan nilai A 

excellent. Sementara indikator yang belum memenuhi target yaitu pada Persentase 

pengaduan yang ditindaklanjuti, sehingga rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya sebesar 101,51%.
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang 

diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya 

pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran progres 

kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses 

kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang 

kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik pada 

perencanaan kinerja tahun berikutnya. 

Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peningkatan kinerja 

instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate 

governance) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. 

Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). 

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah 

berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas 

kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan dalam 

akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akuntabel 

dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan, dan dipercaya masyarakat dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 
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B. TUGAS DAN FUNGSI 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka 

kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya adalah sebagai berikut: 

1. KEDUDUKAN 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan 

Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan 

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. 

sebagai Pengadilan Negara tertinggi. 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 

Desember 1989), di Jawa Timur telah ada 36 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan 

Tinggi Agama. Kemudian sejak tanggal 1 November 1996 bertambah satu 

Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dibentuk 

berdasarkan Keputusan Presiden R.I. nomor 85 Tahun 1996. Sehingga seluruhnya 

berjumlah 37 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi Agama. 

 

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA 

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, 

kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta 

wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur 

dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa tugas 

pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagai judicial power, antara lain: 
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a. Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding (pasal 51 ayat 

1); 

b. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat 

pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan 

Agama di daerah hukumnya (pasal 51 ayat 2). 

Disamping tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi 

Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut: 

a. Fungsi mengadili (judicial power) 

yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding dan berwenang 

mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili 

antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya (vide pasal 51 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006). 

b. Fungsi pembinaan 

yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajaran 

Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut 

teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, 

perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: pasal 53 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). 

c. Fungsi pengawasan 

yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku 

Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita 

Pengganti di derah hukumnya, serta terhadap jalannya peradilan di tingkat 

pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya 

(vide: pasal 53 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). 



  

 18 
 

d. Fungsi nasihat 

yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam 

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (vide: pasal 

52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009). 

e. Fungsi administrasi 

yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan 

kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis 

peradilan dan administrasi peradilan. 

f. Fungsi lainnya 

yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian, 

pelayanan publik, dan sebagainya (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

R.I. Nomor KMA/004/SK/II/1991, Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. 

Nomor 144 Tahun 2007). 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 105 ayat 2. Sementara 

susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan 

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Adappun struktur 

organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat dijelaskan, sebagai berikut: 

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua; 

2. Hakim Tinggi; 

3. Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin 

oleh Sekretaris; 

4. Panitera dibantu oleh Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Banding serta 

Panitera Pengganti; 
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5. Sekretaris dibantu oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Kepala 

Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Kepala Bagian 

Keuangan dan Pelaporan, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. 

Berikut merupakan bagan struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Pada dasarnya, Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan terkait pencapaian 

kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sepanjang tahun 2021. Capaian kinerja 

(performance results) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja 

dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam penetapan kinerja (performance 

agreement), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2021 sebagai 

tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi di tahun 2021.  
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Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan 

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja 

di masa datang. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sistematika penyajian Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai 

berikut: 

1. Bab I Pendahuluan -- menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas 

pokok dan fungsi, serta struktur organisasi; 

2. Bab II Perencanaan Kinerja – menjelaskan secara ringkas rencana strategis 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 

2021; 

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja – menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi, 

pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dikaitkan dengan 

pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis di tahun 2021 

dan uraian realiasasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkna kinerja 

organisasi; 

4. Bab IV Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

5. Lampiran.
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6. 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan 

tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi peradilan yang diselaraskan 

dengan arah kebijakan dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010– 2035 Mahkamah 

Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan Rencana 

Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2021–2024. 

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2021 – 2024 ditetapkan 

sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai 

pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi 

pada 2021-2024.  

1. Visi dan Misi 

a. Visi 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Visi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

mengacu kepada visi Mahkamah Agung R.I., yaitu: 

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang Agung” 

 

b. Misi 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai 

dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terwujud 

dengan baik. Untuk memperjelas upaya pencapaian visi seperti yang sudah 

tersebut di atas, Pengadilan Agama Surabaya menguraikannya menjadi 4 

(empat) misi, antara lain: 
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1) Menjaga kemandirian badan peradilan 

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan 

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan 

 

2. Tujuan dan Sasaran Strategis 

a. Tujuan 

Berangkat dari visi dan misi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) 

sampai 5 (lima) tahun, sebagai berikut: 

1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 

melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; 

2) Peningkatan  efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3) Terwujudnya manajemen peradilan agama yang bermutu. 

 

b. Sasaran Strategis 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu 

dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2020-2024. 

Berdasarkan tujuan strategis tersebut, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan 3 (tiga) sasaran 

strategis, sebagai berikut: 

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; 

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3) Peningkatan manajemen peradilan agama yang bermutu. 

Masing-masing sasaran strategis kemudian dinyatakan dalam suatu 

indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka 

waktu. Indikator kinerja digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran 
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strategis dalam pencapaian tujuan. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah 

menetapkan indikator kinerja yang dapat disajikan dalam tabel berikut: 

NO TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 

1 Terwujudnya kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem 

peradilan melalui proses 

peradilan yang pasti, 

transparan, dan akuntabel 

Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan, dan akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 

perdata agama yang 

diselesaikan 

b. Persentase perkara perdata 

agama yang diselesaikan 

tepat waktu 

c. Persentase perkara banding 

yang tidak mengajukan 

upaya hukum kasasi 

d. Indeks responden 

Pengadilan Tingkat Pertama 

yang puas terhadap layanan 

Pengadilan Tingkat Banding 

2 Peningkatan efektivitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara 

Peningkatan efektivitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara 

a. Persentase salinan putusan 

perkara perdata yang 

dikirim ke Pengadilan Agama 

Pengaju tepat waktu 

b. Persentase putusan yang 

menarik perhatian 

masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah putus 

3 Terwujudnya manajemen 

peradilan agama yang 

bermutu 

Peningkatan manajemen 

peradilan agama yang 

bermutu 

a. Persentase hasil pembinaan 

dan pengawasan yang 

ditindaklanjuti 
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 b. Persentase Peradilan Agama 

yang dilakukan surveillance 

APM dengan nilai A excellent 

c. Persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

3. Program Utama dan Sasaran 

a. Program Utama 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya melaksanakan 2 (dua) rincian program utama dan kegiatan 

pokok, sebagai berikut: 

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal 

penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan pembinaan serta 

pengawasan yang berkualitas. 

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 

diselenggarakan dalam rangka mencapai sasaran strategis, yaitu 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya 

operasional perkantoran dengan balik dan aksesbilitas masyarakat 

terhadap peradilan dan penyediaan sarana dan prasarana dalam 

mendukung pelayanaan peradilan. 
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Penjelasan lebih lanjut terkait dengan program utama dan kegiatan 

pokok dapat disajikan dalam tabel di bawah ini: 

NO PROGRAM KEGIATAN POKOK 

1 Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan Agama 

a. Penyelesaian perkara banding 

b. Penyelesaian sisa perkara banding 

c. Penelitian berkas perkara banding 

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 

d. Registrasi dan pendistribusian berkas 

perkara banding ke Majelis Hakim yang tepat 

waktu 

e. Publikasi dan transparansi proses 

penyelesaian putusan banding 

f. Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) secara terukur dan akuntabel 

g. Pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan 

Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya 

h. Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu 

(APM) untuk peningkatan kualitas pelayanan 

dan manajemen peradilan 

2 Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 

a. Pelaksanaan pembinaan teknis yudisial dan 

non yudisial 

b. Penyediaan kebutuhan operasional terkait 

penyelesaian perkara dan pelayanan 

informasi Pengadilan ke publik 

c. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem 

informasi terintegrasi 

d. Pengadaan sarana dan prasarana di 

lingkungan Pengadilan Tingkat Banding dan 
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Tingkat Pertama dalam mendukung 

pelayanan peradilan, terutama dalam hal 

penyediaan sarana dan prasarana yang 

memudahkan para pencari keadilan dalam 

menerima layanan informasi perkara secara 

pasti, transparan, dan akuntabel melalui 

penyediaan sistem informasi berbasis web 

maupun secara langsung (melalui meja 

informasi Pengadilan) 

Tabel 2.2. Program Utama dan Kegiatan Pokok 
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 
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MATRIKS REVIU KE-1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TAHUN 2021 

 

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang Agung 

Misi :  1. Menjaga kemandirian badan peradilan 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan 

 

NO 
TUJUAN TARGET 

JANGKA 
MENENGAH 

SASARAN STRATEGIS TARGET 

URAIAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat 
terhadap sistem 
peradilan melalui 
proses peradilan 
yang pasti, 
transparan, dan 
akuntabel 

Persentase 
sisa perkara 
perdata 
agama yang 
diselesaikan 

100% Terwujudnya 
proses 
peradilan 
yang pasti, 
transparan, 
dan 
akuntabel 

Persentase 
sisa perkara 
perdata 
agama yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
perkara 
perdata 
agama yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

97% Persentase 
perkara 
perdata agama 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

97% 97% 97% 98% 98% 

Persentase 
perkara 
banding yang 

73% Persentase 
perkara 
banding yang 

75% 73% 73% 74% 74% 
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tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
kasasi 

tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
kasasi 

Indeks 
responden 
Pengadilan 
Tingkat 
Pertama yang 
puas terhadap 
layanan 
Pengadilan 
Tingkat 
Banding 

93% Indeks 
responden 
Pengadilan 
Tingkat 
Pertama yang 
puas terhadap 
layanan 
Pengadilan 
Tingkat 
Banding 

90% 93% 93% 94% 95% 

2 Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

Persentase 
salinan 
putusan 
perkara 
perdata yang 
dikirim ke 
Pengadilan 
Agama 
Pengaju tepat 

100% Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

Persentase 
salinan 
putusan 
perkara 
perdata yang 
dikirim ke 
Pengadilan 
Agama 
Pengaju tepat 

90% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
putusan 
perkara yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 

100% Persentase 
putusan 
perkara yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 

100% 100% 100% 100% 100% 
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diakses secara 
online dalam 
waktu 1 (satu) 
hari setelah 
putus 

diakses secara 
online dalam 
waktu 1 (satu) 
hari setelah 
putus 

3 Terwujudnya 
manajemen 
peradilan agama 
yang bermutu 

Persentase 
hasil 
pembinaan 
dan 
pengawasan 
yang 
ditindaklanjuti 

100% Peningkatan 
manajemen 
peradilan 
agama yang 
bermutu 

Persentase 
hasil 
pembinaan 
dan 
pengawasan 
yang 
ditindaklanjuti 

- 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
Peradilan 
Agama yang 
dilakukan 
surveillance 
APM dengan 
nilai A 
excellent 

100% Persentase 
Peradilan 
Agama yang 
dilakukan 
surveillance 
APM dengan 
nilai A 
excellent 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
pengaduan 
yang 
ditindaklanjuti 

100% Persentase 
pengaduan 
yang 
ditindaklanjuti 

- 100% 100% 100% 100% 

Tabel 2.3. Matriks Reviu Ke-1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024 
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai tolok ukur atas keberhasilan 

sasaran strategis dalam mencapaian tujuan. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah 

menetapkan dan mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-

A/357/PT.01.1/SK/01/2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai berikut: 
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Tabel 2.4. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 
Tahun 2021 

 

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 

Pengadilan Tinggi Agama Suabaya telah membuat Rencana Kinerja Tahunan 2021 

yang disusun berdasarkab Rencana Startegis tahun 2020-2024. Rencana Kinerja 

tersebut dijadikan sebagai dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang 

akan diwujudkan sebagai penetapan kinerja. 

NO 

SASARAN 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

1 Terwujudnya 

Proses Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan, dan 

Akuntabel 

Persentase sisa 

perkara perdata 

agama yang 

diselesaikan 

100% Penyelesaian 

perkara 

Meningkatkan 

frekuensi 

persidangan 

Biaya proses 

penyelesaian 

perkara                      

150.000,00/perka

ra berdasarkan 

PERMA Nomor 3 

Tahun 2013 

Keberhasilan 

Program 

penyelesaian 

perkara dan 

peningkatan 

Manajemen 

Agama juga 

didukung oleh 

anggaran dari 

DIPA 01 yaitu 

Program 

dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan 

tugas lainnya 

Mahkamah 

Agung untuk 

membiayai 

layanan 

operasional bagi 

kelancaran 

layanan publik, 

penyelenggaraan 

manajemen  

tugas teknis 

lainnya, 

peningkatan 

Percepatan 

Hakim menelaah 

berkas perkara 

Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi 

penyelesaian sisa 

perkara 

Persentase 

perkara perdata 

agama yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

97% Percepatan 

registrasi 

perkara 

- 

Mempersingkat 

waktu 

penundaan 

sidang 

Percepatan 

persidangan 

sesuai SOP 

(sebelum 3 

bulan) 

Mengefektifkan 

one day minute 

Mengintensifkan 

publikasi 
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putusan (one day 

publish) 

kualitas SDM dan 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana  dalam 

mendukung 

layanan 

Peradilan 

sebesar Rp 

27.818.788.000,

00 

 

Pengiriman 

salinan putusan 

maksimal 7 hari 

ke Pengadilan 

Agama Pengaju 

Monev perjanjian 

kinerja 

Pemberian 

reward kinerja 

penyelesaian 

perkara 

Persentase 

perkara banding 

yang tidak 

mengajukan 

upaya hukum 

kasasi 

73% Meningkatkan 

kualitas putusan 

melalui diskusi 

hukum 

- 

Meningkatkan 

transparansi 

informasi proses 

penyelesaian 

perkara 

Indeks 

responden 

Pengadilan 

Tingkat Pertama 

yang puas 

terhadap layanan 

Pengadilan 

Tingkat Banding 

93% Menyediakan 

layanan 

konsultasi 

masyarakat 

melalui website 

dan aplikasi 

- 

Meningkatkan 

akses 

masyarakat 

untuk 

memperoleh 

informasi 

melalui sosial 

media 

Tidak 

memberlakukan 

jam istirahat 

pada layanan 

PTSP 

Mengadakan 

pelatihan service 
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excellent petugas 

layanan 

Meningkatkan 

penanganan 

pengaduan 

Menindaklanjuti 

hasil survei 

Mengefektifkan 

one day minute 

2 Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Persentase 

salinan putusan 

perkara perdata 

yang dikirim ke 

Pengadilan 

Agama Pengaju 

tepat waktu 

100% Percepatan 

pengiriman 

kembali berkas 

banding ke 

Pengadilan 

Agama Pengaju 

- 

Mempercepat 

proses perbaikan 

produk yang 

telah selesai dan 

pengiriman 

kembali ke 

Pengadilan 

Agama Pengaju 

Melakukan 

monev 

pengiriman 

salinan putusan 

ke Pengadilan 

Agama Pengaju 

Persentase 

putusan yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat yang 

dapat diakses 

secara online 

dalam waktu 1 

hari setelah 

putus 

100% Mempercepat 

penyelesaian 

putusan ekonomi 

syari'ah dan 

pengesahan 

perkawinan/ 

istbat nikah 

- 

Meningkatkan 

kualitas putusan 

ekonomi syariah 

dan pengesahan 

perkawinan/ 

istbat nikah 
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Mempercepat 

publikasi 

putusan melalui 

SIPP dan 

direktori 

putusan 

Memberikan 

pembinaan dan 

pengawasan 

untuk 

peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan dan 

penyelesaian 

perkara 

3 Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama 

yang Bermutu 

Persentase hasil 

pembinaan dan 

pengawasan 

yang 

ditindaklanjuti 

100% Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Agama 

Melakukan 

pembinaan dan 

pengawasan 

Biaya program 

peningkatan 

manajemen 

Peradilan Agama 

dibiayai dari 

anggaran DIPA 04 

sebesar                            

Rp 406.324.000,00 

Melakukan 

monev tindak 

lanjut hasil 

pengawasan 

Menindaklanjuti 

temuan hasil 

pengawasan 

Persentase 

Peradilan Agama 

yang dilakukan 

surveillance APM 

dengan nilai A 

excellent 

100% Melakukan 

kegiatan 

survaillance 

implementasi 

APM 

Melakukan 

monev 

implementasi 

APM 

Sosialisasi 

tentang APM 

oleh asesor 

internal kepada 

seluruh pegawai 

Persentase 

pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

100% Menindaklanjuti 

pengaduan yang 

diterima 
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Mengadakan 

lomba kinerja 

administrasi 

perkara dan 

kesekretariatan 

Tabel 2.5. Revisi Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2021 
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 

C. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji 

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam 

rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelolanya. 

Adapun sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini: 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan, dan akuntabel 

a. Persentase sisa perkara perdata 

agama yang diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara perdata 

agama yang diselesaikan tepat 

waktu 

97% 

c. Persentase perkara banding 

yang tidak mengajukan upaya 

hukum kasasi 

73% 

d. Indeks responden Pengadilan 

Tingkat Pertama yang puas 

terhadap layanan Pengadilan 

Tingkat Banding 

 

93% 
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2 Peningkatan efektivitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara 

a. Persentase salinan putusan 

perkara perdata yang dikirim ke 

Pengadilan Agama Pengaju 

tepat waktu 

100% 

b. Persentase putusan yang 

menarik perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara online 

dalam waktu 1 hari setelah 

putus 

100% 

3 Peningkatan manajemen 

peradilan agama yang 

bermutu 

a. Persentase hasil pembinaan dan 

pengawasan yang 

ditindaklanjuti 

100% 

b. Persentase Peradilan Agama 

yang dilakukan surveillance 

APM dengan nilai A excellent 

100% 

c. Persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

100% 

Tabel 2.6. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran kinerja adalah proses sistimatis dan berkesinambungan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan 

strategi instansi pemerintah, dan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja 

yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan dan dilaksanakan secara 

berkala. Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 

2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 

2021 dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan 

tercapai atau tidak. 

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Surabaya tahun 2021 dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja 

sasaran dan membandingkan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

tahun 2021 dengan capaian tahun 2020. Adapun hasil capaian kinerja Pengadilan 

Tinggi Agama tahun 2021. Adapun hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja 

selama tahun 2021 masing masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

Persentase sisa perkara 

perdata agama yang 

diselesaikan 

100% 100% 

(22 perkara) 

100% 

Persentase perkara 

perdata agama yang 

diselesaikan tepat waktu 

97% 99,04% 

(514 

perkara) 

102,10% 
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Persentase perkara 

banding yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

kasasi 

73% 81,12% 

(421 

perkara) 

111,12% 

Indeks responden 

Pengadilan Tingkat 

Pertama yang puas 

terhadap layanan 

peradilan Tingkat Banding 

93% 98,6% 109,55% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA  INDIKATOR SASARAN 1 105,69% 

2 Peningkatan efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara 

Persentase salinan 

putusan perkara perdata 

yang dikirim ke 

Pengadilan Agama 

Pengaju tepat waktu 

100% 100% 

(519 

perkara) 

100% 

Persentase putusan yang 

menarik perhatian 

masyarakat yang dapat 

diakses secara online 

dalam waktu 1 hari 

setelah putus 

100% 100% 

(8 perkara) 

100% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA  INDIKATOR SASARAN 2 100 % 

3 Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Agama yang Bermutu 

Persentase hasil 

pembinaan dan 

pengawasan yang 

ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

Persentase Peradilan 

Agama yang dilakukan 

surveillance APM dengan 

nilai A excellent 

100% 100% 100% 
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Persentase pengaduan 

yang ditindaklanjuti 

100% 96,55% 96,55% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA  INDIKATOR SASARAN 3 98,85% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN 101,51% 

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 
Tahun 2021 

 
Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

❖ Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian yang 

semakin baik, maka digunakan rumus: 

 

 

 

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

tahun 2021, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi telah mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari seluruh indikator 

kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal dengan capaian 

kinerja 100%. Adapun pada indikator sasaran tersebut antara lain: 

1. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan; 

2. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu; 

3. Persentase perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; 

4. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan 

Pengadilan Tingkat Banding; 

5. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Agama 

Pengaju tepat waktu; 

6. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 hari setelah putus 
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7. Persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti 

8. Persentase Peradilan Agama yang dilakukan surveillance APM dengan nilai A 

excellent. 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan analisa dan evaluasi atas 

capaian kinerja tahun tahun 2020 dan 2021, untuk mendapatkan umpan balik 

(feedback) guna melakukan perbaikan dan peningkatan perbaikan secara 

berkesinambungan. 

 

 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam meningkatkan kinerjanya telah 

memiliki upaya atau langkah-langkah yang mendukung terwujudnya ke-3 sasaran 

strategis, dengan cara: 

NO SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN UPAYA/ LANGKAH-LANGKAH 

1 Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan, dan Akuntabel 

Percepatan Penyelesaian Sisa 

Perkara Tahun Sebelumnya 

Percepatan penyelesaian perkara pada 

akhir tahun dalam upaya meminimalkan 

sisa perkara 

Percepatan penyelesaian sisa perkara 

tahun lalu di awal tahun berjalan 

sehingga tidak melebihi yang 

ditentukan dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 

Pemberian reward terhadap kinerja 

penyelesaian perkara kepada majelis 

hakim dan Panitera Pengganti 

Peningkatan Penyelesaian 

Perkara Secara Tepat Waktu 

 

Percepatan penyelesaian perkara sesuai 

dengan tingkatan dan tahapan 

kebijakan yang telah diberlakukan 

tersebut 

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 
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Penyusunan Majelis Hakim secara 

proporsional dengan memperhitungkan 

rasio perkiraan perkara yang harus 

ditangani setiap tahunnya 

Penataan jadwal sidang serta 

melakukan monitoring dan evaluasi 

secara berkala dalam kinerja 

penyelesaian perkara 

Pemberian reward terhadap kinerja 

penyelesaian perkara kepada majelis 

hakim dan Panitera Pengganti 

Peningkatan kualitas putusan 

dan pelayanan informasi 

perkara sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan 

masyarakat pencari keadilan 

Pelaksanaan kegiatan diskusi hukum 

dan rapat evaluasi setiap bulan oleh 

Pimpinan dengan seluruh Hakim, 

Panitera dan Panitera Pengganti 

Pemberian kemudahan akses informasi 

tentang status perkara yang dapat 

diperoleh melalui info perkara pada 

media website 

 Pemberian pelayanan informasi yang 

cepat kepada masyarakat pencari 

keadilan dengan memberikan informasi 

perkara telah terdaftar dan juga 

memberitahukan informasi amar 

putusan sesaat setelah dibacakan 

putusan melalui media komunikasi 

(Whatsapp) yang dimiliki pihak yang 

berperkara atau kuasa hukumnya 

Peningkatan indeks responden 

Pengadilan Tingkat Pertama 

Pemberian kemudahan informasi yang 

dibutuhkan Pengadilan Tingkat 
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yang puas terhadap layanan 

Pengadilan Tingkat Banding 

Pertama melalui media website dan 

melalui aplikasi yang digunakan 

bersama 

Peningkatan kinerja petugas layanan 

dengan melakukan pelatihan excellent 

service 

Pemberian kompensasi terhadap 

ketidaksesuaian layanan 

Pemberian reward dan punishment atas 

kinerja petugas layanan 

Penguatan monitoring dan evaluasi 

terhadap kinerja layanan dengan 

melaksanakan survey harian dan 

menindaklanjuti hasil survei 

2 Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

Peningkatan pengiriman salinan 

putusan perkara perdata yang 

dikirim ke Pengadilan Agama 

Pengaju tepat waktu 

Peningkatan kinerja administrasi 

penyelesaian perkara secara online dan 

manual 

Penataan jadwal sidang serta terus 

melakukan monitoring dan evaluasi 

secara berkala dalam kinerja 

pengiriman salinan putusan 

Peningkatan implementasi inovasi 

aplikasi AREMA untuk pemberitahuan 

amar putusan 

 Koordinasi dengan Kantor Pos dan jasa 

pengiriman secara maksimal 

Peningkatan jumlah putusan 

yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat diakses 

Peningkatan kinerja administrasi 

penyelesaian perkara secara online dan 

manual 
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secara online dalam waktu 1 

(satu) hari setelah putus 

Penataan jadwal sidang serta terus 

melakukan monitoring dan evaluasi 

secara berkala dalam kinerja 

pengiriman publikasi putusan 

Peningkatan kinerja publikasi putusan 

pada Direktori Putusan Mahkamah 

Agung RI dan SIPP secara one day 

publish 

Monitoring dan evaluasi atas kinerja 

publikasi putusan secara berkala 

3 Peningkatan Manajemen 

Peradilan Agama yang 

Bermutu 

Peningkatan kualitas pembinaan 

dan pengawasan 

Pengawasan internal, pengawasan 

rutin/ regular, dan pengawasan 

insidentil 

Penguatan implementasi 

Akreditasi Penjaminan Mutu  

 

Lomba kinerja administrasi perkara dan 

kesekretariatan Pengadilan Agama di 

wilayah  Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya 

Pengaduan yang ditindaklanjuti Pengawasan insidentil (terkait dengan 

mutasi Ketua Pengadilan Tingkat 

Pertama) 

 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah terakredetasi “A Execellent “ dan sebagai 

salah satu Satker yang telah memperoleh predikat WBK pada tahun 2021, senantiasa 

melakukan monitoring dan evaluasi baik terhadap sasaran mutu maupun Indikator 

Kinerja Utama (IKU) sebagai upaya untuk memastikan semua sistem berjalan secara 

efektif dan efisien dengan: 
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1. Menjaga kesinambungan program penyelesaian sisa perkara, meliputi: 

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan perkara berdasarkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014. 

b. Memaksimalkan proses persidangan 

2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara, melalui: 

a. Membuat laporan kinerja penyelesaian perkara berdasarkan waktu 

penyelesaian. 

b. Membuat laporan kinerja minutasi perkara. 

c. Membuat laporan kinerja publikasi putusan pada direktori putusan. 

d. Membuat laporan kinerja penyerahan/ pengiriman salinan putusan dan 

berkas perkara ke Pengadilan Agama Pengaju. 

e. Memaksimalkan proses persidangan. 

f. Melaksanakan diskusi hukum. 

g. DDTK inovasi terkait dengan pelayanan. 

3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya: 

a. Kontinuitas publikasi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada 

Direktori putusan Mahkamah Agung R.I. 

b. Kontinuitas dan validasi data perkara yang diinput pada aplikasi SIPP 

Banding. 

c. Memaksimalkan pemanfaatan website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

sebagai sarana keterbukaan informasi publik. 

d. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi chatting 

online dan inovasi AREMA. 
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Adapun capaian indikator kinerja dijelaskan sebagaimana analis pencapaian 

kinerja berikut: 

Sasaran 

Strategis 1 

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan 

Akuntabel 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaran penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Indikator 

kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) 

indikator, yaitu: 

1. Indikator jumlah sisa perkara yang diselesaikan 

Dengan perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa 

perkara yang telah diselesaikan maka akan mengurangi jumlah sisa perkara 

banding. Pada indikator pertama ini menunjukkan kinerja hakim dan jajarannya 

dalam percepatan penyelesaian sisa perkara. 

2. Indikator penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu 

Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 

berjalan dengan jumlah perkara perdata yang ditangani (baik sisa perkara tahun 

lalu dan perkara yang masuk tahun berjalan). Pada indikator kedua ini 

menunjukkan tingkat kinerja hakim dan jajarannya di dalam penyelesaian secara 

cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. 

3. Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

Indikator ketiga ini dengan membandingkan jumlah perkara banding yang 

tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan perkara yang diputus pada tahun 

berjalan dan menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas 

putusan Pengadilan Tinggi Agama selaku tingkat banding. Semakin rendah 

masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, maka menunjukkan 

semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat 

banding. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi masyarakat pencari keadilan 

melakukan upaya hukum, maka menunjukkan semakin rendah tingkat 

kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding. 
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4. Indikator indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap 

layanan Pengadilan Tinggi Agama 

Dengan membandingkan jumlah responden pengadilan tingkat pertama yang 

puas dengan layanan pengadilan tingkat banding, dengan jumlah responden 

pengadilan tingkat pertama dan menjadi tolak ukur kepuasan pengadilan tingkat 

pertama dalam hal ini Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding. Tingkat 

kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan dengan berpedoman pada Survei 

Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang 

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

Pencapaian target indikator kinerja dalam sasaran strategis 1 pada tahun 

2021 dapat disajikan pada tabel berikut: 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

2020 2021 

1 Persentase sisa perkara perdata agama tahun 

lalu yang diselesaikan  

100% 100% 

2 Persentase perkara perdata agama yang 

diselesaikan tepat waktu 

108,57 % 102,10% 

3 Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum kasasi 

98,03% 111,12% 

4 Indeks responden Pengadilan Tingkat 

Pertama yang puas tehadap Pengadilan 

Tingkat Banding 

102,50% 109,55% 

Capaian rata-rata Sasaran Strategis 1 102,28% 105,69% 

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 
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Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 
 

1. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 1, yaitu persentase sisa perkara yang 

diselesaikan 

Persentase sisa perkara yang diselesaikan, yaitu perbandingan antara jumlah 

sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan pada tahun berjalan dengan jumlah sisa 

perkara tahun lalu. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada (2) dua tahun 

terakhir ini dalam penyelesaian sisa perkara: 

NO TAHUN 

INDIKATOR KINERJA 1 

SISA PERKARA 

YANG HARUS 

DISELESAIKAN 

SISA PERKARA 

YANG TELAH 

DISELESAIKAN 

REALISASI TARGET CAPAIAN 

1 2020 19 19 100% 100% 100% 

2 2021 22 22 100% 100% 100% 

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Sisa Perkara 
yang Diselesaikan 
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Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Sisa Perkara yang 
Diselesaikan 

 

Sisa perkara tahun sebelumnya selalu diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya pada awal tahun berjalan. Sisa perkara tahun 2020 sebanyak 22 

perkara dan tahun 2021 diterima sebanyak 506 perkara dan telah diselesaikan 

sebanyak 519 perkara, termasuk seluruh sisa tahun 2020 yang telah diselesaikan 

seluruhnya pada tahun 2021 yang hampir seluruhnya diselesaikan kurang dari 2 

(dua) bulan pada tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya yang meningkat karena pada awal tahun 2021 jumlah 

hakim yang menangani sebanyak 20 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua serta 

dibantu 17 Panitera dan Panitera Pengganti, walaupun demikian sisa perkara 

tahun 2020 bisa terselesaikan semua pada tahun 2021. 

NO JENIS PERKARA SISA  PUTUS  SISA AKHIR  

1 Ijin poligami  1 1 0 

2 Pencegahan perkawinan 0 0 0 

3 Penolakan perkawinan 0 0 0 

4 Pembatalan perkawinan 3 3 0 

5 Kelalaian atas kewajiban suami isteri 0 0 0 

0%

50%

100%

2020 2021

100% 100%

Persentase sisa perkara perdata 
yang diselesaikan
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6 Cerai talak 156 156 0 

7 Cerai gugat 242 242 0 

8 Harta bersama 33 33 0 

9 Penguasaan anak 14 14 0 

10 Nafkah oleh ibu 0 0 0 

11 Hak-hak bekas isteri 0 0 0 

12 Pengesahan anak 0 0 0 

13 Pencabutan kekuasaan orang tua 0 0 0 

14 Perwalian 0 0 0 

15 Pencabutan kekuasaan wali 1 1 0 

16 Penunjukan orang lain 0 0 0 

17 Ganti rugi terhadap wali 0 0 0 

18 Asal usul anak 0 0 0 

19 Penolakan kawin campur 0 0 0 

20 Itsbat nikah 5 5 0 

21 Izin kawin 0 0 0 

22 Dispensasi kawin 0 0 0 

23 Wali adhol 0 0 0 

24 Ekonomi syari'ah 4 4 0 

25 Kewarisan 47 47 0 

26 Wasiat 0 0 0 

27 Hibah 6 6 0 

28 Wakaf 2 2 0 

29 Zakat/ infaq/ shodaqoh 0 0 0 

30 P3HP/ penetapan ahli waris 0 0 0 

31 Lain -lain 14 14 0 

JUMLAH 528 528 0 
Tabel 3.4. Data Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2021 
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Data yang tersebut pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua sisa perkara 

tahun 2020 dapat diselesaikan pada tahun 2021, sehingga target penyelesaian 

perkara pada indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan dapat tercapai. 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 

Persentase sisa perkara perdata 

agama tahun yang diselesaikan 

100% 100% 100% 

Tabel 3.5. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 
2021 pada Indikator Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan 

 
Target tahun 2021 yang ditetapkan pada indikator penyelesaian sisa 

perkara adalah 100%, dimana terdapat sisa 22 perkara tahun 2020 yang 

harus diselesaikan tahun 2021. Pada tahun 2020 sisa perkara tersebut telah 

diselesaikan seluruhnya.  

Realisasi pada Indikator ini dapat dihitung sebagai berikut: 22/22 x 

100% = 100%. Sehingga, capaian pada indikator sisa perkara yang 

diselesaikan pada tahun 2021 adalah 100/100 x 100% = 100%. 

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 

INDIKATOR KINERJA TARGET 2021 REALISASI 2021 
CAPAIAN 

2020 2021 

Persentase sisa perkara perdata 

agama yang diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 

Tabel 3.6. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 pada 
Indikator Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan 
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Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal ini penyelesaian 

sisa perkara dari tahun 2020 dan 2021 tetap konsisten, yaitu selalu bisa 

menyelesaikan sisa perkara di awal tahun, yaitu selalu terealisasi 100% dari 

target 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Hakim yang sangat bagus karena 

semua perkara dapat diselesaikan tepat waktu. 

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif 

solusi yang dilakukan 

Keberhasilan pada indikator penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan 

tepat waktu tahun pada tahun 2021 sebanyak 22 perkara dikarenakan 

efisiensi dan optimalisasi persidangan serta SDM yang mendukung dengan 

mempercepat proses persidangan dengan mengutamakan pelayanan yang 

cepat, transparan dan akuntabel, disamping itu Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya membuat terobosan mempercepat penyelesaian perkara 

dari batas waktu 3 (tiga) bulan (berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2014) 

menjadi satu bulan jangka waktu penyelesaian perkara, sebagaimana surat 

keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-

A/2281/HK.05/6/2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang batas penyelesaian 

perkara dari 3 (tiga) bulan menjadi 2 (dua) bulan dan diubah dengan surat 

keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-

A/3828/HK05/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang batas penyelesaian 

perkara dari 2 (dua) bulan menjadi 1 (satu) bulan. 

d. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia 

Gambaran kinerja penyelesaian sisa perkara di Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya tahun 2020 dan 2021 dengan membandingkan sumber daya 

manusia: 
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TAHUN PENYELESAIAN 
BEBAN SISA 

PERKARA 
JUMLAH HAKIM 

2020 19 26 

2021 22 20 

Tabel 3.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia pada 
Indikator Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan 

 
Penyelesaian sisa perkara di tahun sebelumnya selalu diselesaikan awal 

tahun, dengan jumlah Hakim Tinggi 20 orang termasuk Ketua dan Wakil 

Ketua, menunjukkan SDM pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya cukup 

proposional dalam penyelesaian sisa perkara. 

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja 

Pada indikator penyelesaian sisa perkara ini sangat ditunjang oleh 

program penyelesaian perkara dengan cara meningkatkan frekuensi 

persidangan, mempercepat Hakim dalam menelaah berkas perkara, dan 

melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara. Program ini juga 

turut membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta 

penyediaan sarana prasarana sehingga Hakim dan aparat lainnya dapat 

bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya 

dalam penyelesaian sisa perkara. 

2. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 2, yaitu persentase perkara perdata 

agama yang diselesaikan tepat waktu 

Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu yaitu 

perbandingan antara jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat 

waktu dengan jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan. Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya pada tiga tahun terakhir ini dalam penyelesaian perkara yang 

diselesaikan secara tepat waktu: 
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NO TAHUN 

INDIKATOR KINERJA 2 

PERKARA YANG 

DISELESAIKAN 

SECARA TEPAT 

WAKTU 

PERKARA 

YANG TELAH 

DISELESAIKAN 

REALISASI TARGET CAPAIAN 

1 2020 513 525 97.71 % 90 % 108,57 % 

2 2021 514 519 99,04% 97 % 102,10% 

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Indikator Penyelesaian Perkara Perdata Agama 
Secara Tepat Waktu 

 

 

Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Indikator Penyelesaian Perkara Perdata Agama 
yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu 

 
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2021 menyelesaikan 

perkara sejumlah 519 perkara, dan dari jumlah tersebut yang diselesaikan secara 

tepat waktu berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2014 jangka waktu penyelesaian 

perkara pada tingkat banding dan penyelesaian minutasinya adalah 3 (tiga) bulan 

97,00%

97,20%

97,40%

97,60%

97,80%

98,00%

98,20%

98,40%

98,60%

98,80%

99,00%

99,20%

2020 2021

Persentase perkara perdata 
yang diselesaikan tepat waktu
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adalah sebanyak 514 perkara. Sedangkan sisa sebanyak 5 (lima) perkara 

diselesaikan lebih dari 3 (tiga) bulan. Keseluruhan perkara yang diselesaikan lebih 

dari 3 (tiga) bulan tersebut merupakan putusan sela dimana oleh Pengadilan 

Pengaju perlu dibuka kembali persidangan guna melakukan pemeriksaan 

tambahan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. 

Dari jumlah 5 (lima) perkara yang diselesaikan lebih dari 3 (tiga) bulan 

tersebut presentasenya (0,96%) relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan 

perkara yang diselesaikan secara tepat waktu sebanyak 514 perkara (99,04%) 

telah melebihi target yang ditentukan yaitu 97%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang meningkat karena keseluruhan 

Hakim yang menangani sampai akhir tahun sebanyak 19-23 orang termasuk Ketua 

dan Wakil Ketua dan dibantu 12-16 orang (Panitera dan Panitera Pengganti) 

sehingga Jumlah perkara bisa terselesaikan secara tepat waktu dapat melebihi dari 

target yang ditentukan. 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 

Presentase perkara perdata agama yang 

diselesaikan tepat waktu 

97% 99,04% 102,10% 

Tabel 3.9. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 
pada Indikator Penyelesaian Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan 

Secara Tepat Waktu 
 

Target tahun 2021 yang ditetapkan pada indikator penyelesaian 

perkara perdata agama yang diselesaikan secara tepat waktu adalah 97%, 

dimana perkara yang diselesakan pada tahun 2021 sejumlah 519 perkara, 

sedangkan yang diselesaikan secara tepat waktu sebagaimana SEMA Nomor 

2 Tahun 2014 untuk perkara tingkat banding batas waktu penyelesaiannya 

adalah 3 (tiga) bulan adalah sebanyak 514 perkara, sedangkan sebanyak 5 

(lima) perkara diputus lebih dari 3 (tiga) bulan.  
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Realisasi pada Indikator ini dihitung sebagai berikut: 514/519 x 100% 

= 99,04%, sehingga capaian pada indikator perkara yang diselesaikan secara 

tepat waktu pada tahun 2021 adalah 99,04/97 x 100% = 102,10%. 

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 

INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

2020 2021 

Presentase perkara perdata agama yang 

diselesaikan secara tepat waktu 

107,77% 102.10% 

Tabel 3.10. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2021 dengan 
tahun 2020 pada Indikator Penyelesaian Perkara Perdata Agama yang 

Diselesaikan Secara Tepat Waktu 
 

Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal ini penyelesaian 

perkara yang diselesaikan secara tepat waktu pada tahun 2021 tetap 

konsisten, yaitu bisa menyelesaikan perkara secara tepat waktu dengan 

capaian melebihi target yang ditentukan (97%) dan teralisasi sebesar 99,04% 

sehingga capaian pada tahun 2021 sebesar 102,01%. Hal ini menunjukkan 

kinerja Hakim yang sangat bagus karena sebagian besar perkara dapat 

diselesaikan tepat waktu. Penurunan capaian disebabkan karena ada 

kenaikan target di mana pada tahun 2021 sebesar 97% sedangkan pada tahun 

2020 sebesar 90%. 

c. Analis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi 

yang dilakukan 

Keberhasilan pada indikator penyelesaian perkara perdata agama yang 

diselesaikan secara tepat waktu sebanyak 514 perkara dari 519 perkara yang 

diselesaikan pada tahun 2021 adalah dikarenakan efisiensi dan optimalisasi 

persidangan serta SDM yang mendukung dengan mempercepat proses 

persidangan dengan mengutamakan pelayanan yang cepat, transparan, dan 

akuntabel. Disamping itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membuat 

terobosan mempercepat penyelesaian perkara dari batas waktu 3 (tiga) bulan 
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(berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2014) menjadi 2 (dua) bulan pada bulan 

Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Nomor W13-A/2281/HK.05/6/2020 tanggal 3 Juni 2020 

selanjutnya diubah menjadi 1 bulan sejak Oktober 2020 berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-

A/3828/HK.05/10/20201 tanggal 1 Oktober 2020. Apabila perkara sudah 

melebihi batas 3 (tiga) bulan belum diselesaikan, maka Ketua Majelis 

membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah 

Agung dan disertai alasannya kenapa belum bisa diselesaikan, sehingga 

dengan demikian Ketua Pengadilan Tinggi Agama bisa memantau 

penyelesaian perkara banding. Dari 519 perkara yang diputus tersebut yang 

diselesaikan selama 1 (satu) bulan sebanyak 425 perkara (81,89%), yang 

diselesaikan dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan sebanyak 81 perkara 

(15,61%) dan yang diselesaikan dalam waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan 

sebanyak 8 (delapan) perkara (1,54 %), sedangkan 5 (lima) perkara (0,96%) 

diselesaikan lebih dari 3 (tiga) bulan. Hal ini dikarenakan adanya putusan sela 

di mana Pengadilan Agama Pengaju harus membuka kembali persidangan 

guna melakukan pemeriksaan tambahan. Jangka waktu penyelesaian perkara 

bisa maksimal rata-rata diselesaikan kurang dari 3 (tiga) bulan melebihi dari 

target yang ditentukan 97% dan terealisasi 99,04%. 

Jika dibandingkan tahun 2020, keberhasilan meningkatkan penyelesaian 

perkara secara tepat waktu mengalami kenaikan, di mana tahun 2020 yang 

diselesaikan tepat waktu sebanyak 513 perkara dan diselesaikan tidak tepat 

waktu sebanyak 12 perkara. Sedangkan pada tahun 2021 yang diselesaikan 

tepat waktu sebanyak 514 perkara dan diselesaikan tidak tepat waktu 

sebanyak 5 (lima) perkara. Hal ini menunjukkan Hakim dalam menyelesaikan 

perkara lebih sedikit yang diputus sela sehingga penyelesaian perkara tidak 

melebihi 3 (tiga) bulan dan perkara cepat diselesaikan. 
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d. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia 

Gambaran kinerja penyelesaian perkara perdata agama yang 

diselesaikan secara tepat waktu di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 

2020 dan 2021 dengan membandingkan sumber daya: 

TAHUN 

PENYELESAIAN 

PERKARA YANG 

DISELESAIKAN SECARA 

TEPAT WAKTU 

JUMLAH HAKIM 

2020 513 26 

2021 514 23 

Tabel 3.11 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia 
pada Indikator Persentase Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tepat 

Waktu 
 

Penyelesaian perkara yang diselesaikan secara tepat waktu selalu 

mengalami peningkatan, begitu pula untuk tahun 2021 dengan tahun 

sebelumnya dengan jumlah Hakim Tinggi selama tahun 2021 sebanyak 19 - 

23 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, menunjukkan SDM pada 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sangat optimal dalam penyelesaian 

perkara secara tepat waktu, dari jumlah Hakim dibagi menjadi 12-16 Majelis 

Hakim dan 3 Majelis Hakim Ekonomi Syariah. Dengan demikian, penunjukan 

Majelis Hakim cukup maksimal sehingga penyelesaian perkara mencapai 

target. 

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja 

Pada indikator penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu ini 

sangat ditunjang oleh program penyelesaian perkara, peningkatan 

manajemen peradilan agama, program dukungan manajemen, dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan program peningkatan 

sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung yang membantu dalam 

rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya 

operasional perkantoran dengan baik, penyediaan sarana prasarana, 
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kebijakan pimpinan serta adanya monitoring dan evaluasi secara kontinyu 

sehingga hakim dan aparat lainnya dapat bekerja maksimal dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelesaian perkara secara 

tepat waktu. 

3. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 3, yaitu persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yaitu 

perbandingan antara jumlah perkara banding yang tidak mengajukan upaya 

hukum kasasi dengan jumlah perkara banding yang diputus pada tahun berjalan. 

Capaian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2021 dan tahun 

sebelumnya dalam indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

NO TAHUN 

INDIKATOR KINERJA 3 

PERKARA 

TAHUN 

BERJALAN 

YANG DIPUTUS 

PERKARA TAHUN 

BERJALAN YANG 

TIDAK MENGAJUKAN 

UPAYA HUKUM 

KASASI 

REALISASI TARGET CAPAIAN 

1 2020 525 386 73,52% 75 % 98,03% 

2 2021 519 421 81,12% 73% 111,12% 

Tabel 3.12. Capaian kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 
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Grafik 3.4. Perbandingan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 
Tahun 2020 dan 2021 

Perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 

2021 sebanyak 421 perkara (81,12%) dari jumlah perkara banding yang diputus 

tahun 2021 sebanyak 519 perkara dan dari perkara yang diputus oleh Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya tahun 2021 yang mengajukan upaya hukum kasasi 

sebanyak 98 perkara (18,88%). Hal ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya sudah memenuhi rasa keadilan karena yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi melebihi 50%. Bila dibandingkan tahun 

sebelumnya, persentase perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi mengalami kenaikan di mana pada tahun 2020 sebesar 73.52% dengan 

capaian kinerja sebesar 98,03%. Walaupun target yang ditetapkan lebih rendah 

dari tahun sebelumnya dari 75% menjadi 73%, namun capaian kinerja tahun 2021 

sebesar 111,12% mengalami peningkatan sebesar 13,09%. 

Meningkatkan capaian kinerja tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

terus berbenah diri dalam meningkatkan kualitas putusan banding, memberikan 

layanan dengan memberikan informasi amar putusan sesaat setelah dibacakan 

putusan melalui aplikasi AREMA sehingga masyarakat akan puas dalam menerima 

layanan perkara. 
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a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 

Persentase perkara banding yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi 

73% 81,12% 111,12% 

Tabel 3.13. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 
pada Indikator Pesentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi 
 

Target tahun 2021 yang ditetapkan pada indikator perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi adalah 73%, dimana terealisasi sebanyak 

421 perkara (81,12%) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan yang 

mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 98 perkara (18,88%) dari jumlah 

perkara yang diputus pada tahun 2021 sebanyak 519 perkara. Realisasi pada 

indikator ini dapat dihitung sebagai berikut: 421/519 x 100% = 81,12%. 

Sehingga, capaian pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum pada tahun 2021 adalah 81,12/73 x 100% = 111,12%. 

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

2020 2021 

Persentase perkara banding yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi 

98,03% 111,12% 

Tabel 3.14. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2021 dengan 
tahun 2020 pada Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Kasasi 
 

Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal ini perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami 

kenaikan walaupun target yang ditetapkan berkurang, pada tahun 2020 

dengan target 75% memiliki capaian 98,03% sedangkan tahun 2021 dengan 
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target 73% memiliki capaian 111,12%. Jika target yang ditetapkan tidak ada 

perubahan (75%) maka capaian kinerja tahun 2021 akan tetap terjadi 

peningkatan daripada tahun 2020. Hal ini menunjukkan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya produk putusannya bisa memenuhi kepuasan masyarakat 

dan menunjukkan kinerja Hakim yang sangat bagus. 

c. Analis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi 

yang dilakukan 

Keberhasilan pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum kasasi pada tahun 2021 sebanyak 421 perkara (81,12%) dikarenakan 

putusan Hakim yang bisa memberikan kepuasan masyarakat walaupun tidak 

semua putusan bisa memuaskan para pihak, dengan cara sering diadakan 

diskusi hukum dan rapat evaluasi setiap bulan oleh pimpinan dengan semua 

Hakim dan Panitera Pengganti, memberitahukan amar putusan sesaat setelah 

dibacakan putusan melalui aplikasi AREMA kepada para pihak berperkara 

walaupun secara hukum acara Pengadilan Agama Pengaju yang wajib 

memberitahukan isi putusan tersebut secara langsung. 

d. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia 

Gambaran kinerja perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi tahun 2020 dan 2021 dengan membandingkan sumber daya: 

TAHUN 

PENYELESAIAN 

PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN 

UPAYA HUKUM KASASI 

JUMLAH 

HAKIM 

2020 386 26 

2021 421 23 

Tabel 3.15. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia 
pada Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi 
 

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2021 

sejumlah 421 perkara dari 512 perkara yang diputus dengan jumlah Hakim 

Tinggi sejumlah 23 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, menunjukkan 
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SDM pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sangat optimal dalam memutus 

perkara dan bisa memberikan kepuasan masyarakat, sehingga kualitas 

putusan dari Majelis Hakim sebagian besar dapat memberikan kepuasan 

kepada masyarakat. Apabila dilihat dari capaian putusan yang tidak diajukan 

upaya hukum kasasi sebesar 81.12% dengan capaian kinerja sebesar 

111,12% maka jelas sekali bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

sudah memberikan kepuasan kepada para pihak/ masyarakat pencari 

keadilan. 

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja 

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ini 

sangat ditunjang oleh program penyelesaian perkara, peningkatan 

manajemen peradilan agama, program dukungan manajemen, dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan program peningkatan 

sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung yang membantu dalam 

rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya 

operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana prasarana 

sehingga hakim dan aparat lainnya dapat bekerja maksimal dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam peningkatan 

kualitas putusan agar makin sedikit perkara banding yang tidak diajukan 

upaya hukum kasasi. 

 

4. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 4, yaitu indeks responden 

Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya 

Indikator kinerja ke-4 tentang index responden Pengadilan Tingkat Pertama 

yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama menggunakan Permenpan 

Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang pedoman 

umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi 

Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang 
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pedoman survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun ke 37 satuan kerja Pengadilan 

Agama Tingkat Pertama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan 

mengirimkan kuesioner melalui email. Pertanyaan dalam kuesioner terdiri dari 9 

(sembilan) pertanyaan yang memuat 9 (sembilan) unsur bidang sesuai dengan 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei 

Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Nilai survei 

dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang masing-masing unsur pelayanan. 

Karakteristik responden yang dilakukan survei dan rata-rata index kepuasan per 

unsur sebagai berikut: 

 

NO KARAKTERISTIK 

DOMINASI 

JUMLAH 
PERSENTASE 

(%) 

1 Pengadilan Agama Kelas 1.A 13 35 

2 Pengadilan Agama Kelas 1.B 21 57 

3 Pengadilan Agama Kelas II 3 8 

Tabel 3.16. Karakteristik Peserta Survei 

NO UNSUR PELAYANAN 
NILAI UNSUR 

PELAYANAN 

MUTU 

PELAYANAN 

1 Persyaratan pengajuan permohonan 3,96 Sangat Baik 

2 
Prosedur pengajuan permohonan 

banding 
3,97 Sangat Baik 

3 Waktu penyelesaian perkara 3,94 Sangat Baik 

4 Kejelasan biaya perkara 3,95 Sangat Baik 
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Tabel 3.17. Rata-Rata Index Kepuasan per Unsur 

 

Berdasarkan hasil penyusunan Survei Kepuasan Penerima Layanan pada 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Tahun 2021 mempunyai kategori   

“Sangat Baik”, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,94 atau 

konversi IKM sebesar  98,60 dengan gambaran, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafik 3.5. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan pada Unit Pelayanan 
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 

Perhitungan Persentase IKM (Index Kepuasan Masyarakat) Pengadilan 

Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama berdasar 

rumus berikut: 

5 Waktu pengiriman salinan putusan 3,96 Sangat Baik 

6 
Pelayanan pelaksanaan penerima 

permohonan 
3,93 Sangat baik 

7 Sikap/ perilaku pelaksana 3,93 Sangat baik 

8 
Kesesuaian dengan maklumat 

pelayanan 
3,93 Sangat Baik 

9 
Penanganan pengaduan, saran, dan 

masukan 
3,92 Sangat Baik 

RATA-RATA TERTIMBANG 3,94 SANGAT BAIK 
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IKM   = Nilai Rata-rata tertimbang x 25 = 3,94 x 25 = 98,60 

Kesimpulan: 

➢ Realisasi  

Nilai IKM setelah dikonversi   : 98,6 % 

Mutu Pelayanan/ Kinerja Unit Pelayanan : Nilai A (Sangat Baik) 

➢ Capaian Kinerja = (98,6% / 90%) x 100% = 109,55% 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 

Indeks responden Pengadilan 

Tingkat Pertama yang puas terhadap 

layanan Pengadilan Tingkat Banding 

93% 98,6% 109,55% 

Tabel 3.18. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 
2021 pada Indikator Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama 

yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 
 

Target tahun 2021 yang ditetapkan pada indikator indeks responden 

Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan peradilan Tingkat 

Banding adalah 93%, dimana hasil survei yang dilaksanakan pada periode 

semester II tahun 2021 adalah 98,5%, sehingga capaian kinerja adalah 

109,45%.  
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b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 

INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

2020 2021 

Indeks responden Pengadilan Tingkat 

Pertama yang puas terhadap layanan 

peradian Tingkat Banding 

102.50% 109,55% 

Tabel 3.19. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2021 dengan 
tahun 2020 pada Indikator Indeks Responden Pengadilan Tingkat 

Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama 
Surabaya 

 

Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal ini kepuasan 

Pengadilan Tingkat Pertama atas pelayanan pengajuan permohonan banding 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2020 dan 2021 mengalami 

kenaikan. 

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif 

solusi yang dilakukan 

Keberhasilan pada indikator indeks responden Pengadilan Tingkat 

Pertama yang puas terhadap layanan peradilan Tingkat Banding karena 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selalu berusaha memaksimalkan kinerja di 

sektor pelayanan publik. Setidaknya terdapat 2 (dua) indikator penting yang 

menjadi prioritas: (1) Indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya 

mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan, 

dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat; (2) Indikator efisiensi yang dapat 

dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat dan tidak 

terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang 

dibutuhkan oleh masyarakat. 
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d. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia 

Gambaran kinerja kepuasan Pengadilan tingkat pertama atas pelayanan 

pengajuan permohonan banding tahun 2020 dan 2021 dengan 

membandingkan sumber daya: 

TAHUN 

PENYELESAIAN 

JUMLAH 

PENGAJUAN 

BANDING 

JUMLAH 

HAKIM 

JUMLAH 

PANITERA 

PENGGANTI 

2020 525 26 17 

2021 525 23 16 

Tabel 3.20. Perbandingan Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti 
dalam Penyelesaian Pengajuan Banding 

 

Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap 

layanan peradilan Tingkat Banding tahun 2021 adalah 92.25%. Capaian 

kinerja indikator tersebut didukung dengan jumlah Hakim Tinggi sejumlah 23 

orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua dan Panitera Pengganti sejumlah 16 

orang. Hal ini menunjukkan SDM pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

sangat proporsional dan berkualitas dalam pelayanan penanganan perkara 

banding dari Pengadilan Agama Tingkat Pertama. 

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja 

Pada indikator indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas 

terhadap layanan peradilan Tingkat Banding sangat ditunjang oleh program 

penyelesaian perkara, peningkatan manajemen peradilan agama, program 

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung 

dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung 

yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta 

penyediaan sarana prasarana sehingga hakim dan aparat lainnya dapat 
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bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta 

menciptakan kenyamanan kepada para pengguna layanan. 

 

Sasaran 

Strategis 2 
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan penyelesaian perkara dengan tertib administrasi agar salinan 

putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu. Sasaran lainnya 

pada sasaran strategis 2 ini dimaksudkan untuk peningkatan akses atas informasi 

perkara yang menarik perhatian masyarakat melalui publikasi putusan agar dapat 

diakses oleh semua pihak secara cepat, transparan, dan akuntabel. 

Pada sasaran ini ditandai dengan 2 (dua) indikator bersifat out come, pencapaian 

target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020 dan 2021 dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

2020 2021 

1 Persentase salinan putusan yang dikirim ke 

Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu 

100% 100% 

2 Persentase putusan yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat diakses secara online 

dalam waktu 1 hari sejak diputus 

88.19% 100% 

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2020 dan 2021 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat didapati bahwa semua indikator dari sasaran 

strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya telah mencapai target yang telah ditetapkan. 
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Grafik 3.6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 dan 2021 

1. Penjelasan sasaran strategis 2 pada indikator 1, yaitu persentase salinan putusan 

yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu 

Indikator salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat 

waktu merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke 

Pengadilan Agama Pengaju dengan jumlah putusan yang diputus pada tahun 

berjalan. Indikator ini merupakan tolak ukur kecepatan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya dalam mengirimkan salinan putusan hasil penyelesaian perkara oleh 

Majelis Tingkat Banding kepada Pengadilan Agama Pengaju secara tepat waktu 

agar para pihak pencari keadilan dapat segera mengetahui hasil penyelesaian atas 

perkaranya. 
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NO TAHUN 

INDIKATOR KINERJA 1 

PERKARA 

YANG 

DIPUTUS 

PENYAMPAIAN 

SALINAN 

PUTUSAN 

TEPAT 

WAKTU 

REALISASI TARGET CAPAIAN 

1 2020 525 508 96,76% 90% 107,51 % 

2 2021 519 519 100% 100 % 100 % 

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Penyampaian Salinan Putusan yang Dikirim ke 
Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020 dan 2021 

 

 

Grafik 3.7. Persentase Penyampaian Salinan Putusan Tepat Waktu 
 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki aplikasi AREMA (Aplikasi 

Register dan Amar Putusan), aplikasi ini berbasis website dan dapat diakses di 

https://suramadu.pta-surabaya.go.id/arema bagi petugas / administrator di 

Pengadilan Tingkat Banding, dan outputnya adalah berbasis Whatsapp bagi para 

pihak / masyarakat pencari keadilan. Aplikasi ini memberikan kemudahan para 

pihak untuk menerima informasi perkara apabila perkara telah terdaftar/ 

teregister dan informasi perkara sesaat diputus oleh Majelis Hakim maka amar 

95,00%
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97,00%
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99,00%

100,00%

2020 2021

Persentase Penyampaian Salinan Putusan Tepat 
Waktu

https://suramadu.pta-surabaya.go.id/arema
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putusan dapat diinformasikan kepada para pihak. Hal ini tentunya sangat 

bermanfaat bagi para pihak karena mendapat informasi lebih awal tentang 

putusan perkaranya, walaupun secara hukum acara Pengadilan Agama pengaju 

harus memberitahukan isi putusan banding. 
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Gambar 3.1. Screenshoot Aplikasi AREMA (Aplikasi Register dan Amar Putusan) 
 

a. Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 

Persentase salinan putusan yang 

dikirim ke Pengadilan Agama pengaju 

tepat waktu 

100% 100% 100% 

Tabel 3.23. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 
2021 pada Indikator Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan 

Agama Pengaju Tepat Waktu 
 

Target tahun 2021 yang ditetapkan pada indikator salinan putusan 

yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju secara tepat waktu adalah 100%, 

di mana dari 519 perkara yang diputus tahun 2021 seluruhnya dikirimkan ke 

Pengadilan Agama Pengaju secara tepat waktu. Oleh karena itu, realisasinya 

adalah 519/519 x 100% = 100%. Sehingga, capaian pada indikator salinan 

putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju secara tepat waktu 

adalah 100/100 x 100% = 100%. 

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

2020 2021 

Persentase salinan putusan yang dikirim ke 

Pengadilan Agama pengaju tepat waktu. 

107,51 % 100 % 

Tabel 3.24. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2021 dengan 
tahun 2020 pada Indikator Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke 

Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu 
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Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam 3 (tiga) tahun terakhir 

ini terkait dengan capaian kinerja salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan 

Agama Pengaju tepat waktu pada tahun 2020 dan 2021 mengalami 

penurunan, hal ini disebabkan oleh kenaikan target dari 90% (tahun 2020) 

menjadi 100% (tahun 2021), di mana capaian tahun 2020 sebesar 107,51% 

dan capaian tahun 2021 sebesar 100%, jika target tahun 2021 tetap sebesar 

90% tentunya capaian dari tahun 2020 ke 2021 akan mengalami kenaikan 

yakni sebesar 111,11%. Hal ini menggambarkan optimisme dan komitmen 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pemenuhan penyampaian salinan 

putusan secara tepat waktu. 

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif 

solusi yang dilakukan 

Keberhasilan pada indikator salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan 

Agama Pengaju tepat waktu telah memenuhi target, baik tahun 2021 maupun 

tahun sebelumnya. Keberhasilan pada indikator ini karena pelaksanaan dan 

efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara cepat, tepat, dan transparan. 

Disamping itu, Hakim saat membacakan putusan sudah siap putusannya 

sehingga sesaat setelah diputus salinan putusan bisa dikirimkan ke 

Pengadilan Agama Pengaju, hal ini sebagai wujud pelaksanaan SOP yang 

secara konsisten diterapkan oleh semua pihak serta didukung oleh 

penyediaan sarana prasarana yang menunjang.  

Untuk mempertahankan capaian indikator kinerja tersebut, Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya berupaya melakukan langkah-langkah, antara lain: 

1) Pembinaan secara berkala dan DDTK administrasi kepaniteraan; 

2) Melakukan diskusi hukum dengan para Hakim; 

3) Reviu SOP Pelayanan perkara; 

4) Penerapan inovasi aplikasi AREMA untuk pemberitahuan amar putusan; 

5) Koordinasi dengan kantor pos dan jasa pengiriman secara maksimal. 
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d. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia 

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada 

indikator salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju secara 

tepat waktu dapat terlihat jika kita membandingkan antara jumlah perkara 

yang diselesaikan dengan jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya tahun 2020 dan 2021. 

Gambaran penyelesaian perkara yang menunjukkan jumlah salinan 

putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju tahun 2020 dan 2021 

dengan membandingkan sumber daya, berikut: 

TAHUN 
PENYELESAIAN 

PERKARA 
YANG DIPUTUS 

SALINAN PUTUSAN YANG 
DIKIRIM KE PA PENGAJU 

TEPAT WAKTU 

JUMLAH 
HAKIM 

2020 525 508 26 

2021 519 519 23 

Tabel 3.25. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
Manusia pada Indikator Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke 

Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu 

 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2021 mengalami 

kenaikan prosentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama 

Pengaju tepat waktu, pada tahun 2021 terdapat 519 perkara yang diputus dan 

secara keseluruhan dikirimkan secara tepat waktu (100%). Hal ini 

dikarenakan kinerja yang optimal dari sumber daya manusia yang ada yakni 

dengan jumlah Hakim 23 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua dibantu 16 

Panitera Pengganti termasuk Panitera, sehingga penyelesaian perkara dapat 

dilakukan dengan baik dan salinan putusan dapat dikirim secara tepat waktu. 

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja 

Pada indikator salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama 

Pengaju tepat waktu ini sangat ditunjang oleh program penyelesaian perkara, 

peningkatan manajemen peradilan agama, program dukungan manajemen, 

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan program 
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peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung yang 

membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta 

penyediaan sarana prasarana sehingga Hakim dan aparat lainnya dapat 

bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya 

dalam pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju secara tepat 

waktu. 

 

2. Penjelasan sasaran strategis 2 pada indikator 2, yaitu persentase putusan yang 

menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online, satu hari setelah 

putus 

Indikator putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 

secara online satu hari setelah putus adalah perbandingan antara jumlah putusan 

perkara yang menarik perhatian mayarakat yang dapat diakses secara online 

dalam waktu 1 (satu) hari, dalam hal ini yang saat ini menjadi perhatian 

masyarakat adalah perkara ekonomi syariah dan perkara pengesahan 

perkawinan/ istbat nikah.  

Pada tahun 2021, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menyelesaikan 4 

(empat) perkara ekonomi syariah, antara lain: 

 

Tabel 3.26. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah 
 

Sedangkan untuk perkara pengesahan perkawinan/ istbat nikah terdapat 4 

(empat) perkara pula, antara lain: 

 

NO. PERKARA BANDING 
NO. PERKARA TK. 

PERTAMA 

TANGGAL 

TERIMA 

TANGGAL 

PUTUS 

TANGGAL 

PUBLIKASI 

5 /Pdt.G/2021/PTA.Sby 0750/Pdt.G/2020/PA.Mlg. 04/01/2021 19/02/2021 19/02/2021 

204 /Pdt.G/2021/PTA.Sby 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr. 04/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 

211 /Pdt.G/2021/PTA.Sby 5215/Pdt.G/2020/PA.Sby. 05/05/2021 03/11/2021 03/11/2021 

350 /Pdt.G/2021/PTA.Sby 2244/Pdt.G/2020/PA.Bgl 31/08/2021 29/09/2021 29/09/2021 
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Tabel. 3.27. Perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah 
 

Indikator kedua ini merupakan tolak ukur penyediaan akses informasi yang 

terbuka, transparan, dan akuntabel oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya atas 

informasi Peradilan Agama, khususnya perkara perkara yang menarik perhatian 

masyarakat secara online 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus. 

NO TAHUN 

INDIKATOR KINERJA 3 
PERKARA 

YANG 
MENARIK 

PERHATIAN 
MASYARAKAT 

DIUPLOAD 
1 HARI 
SEJAK 

DIPUTUS 

REALISASI TARGET CAPAIAN 

1 2020 525 463 88,19% 100% 88,19% 

2 2021 8 8 100% 100% 100% 

Tabel 3.28. Capaian Kinerja Publikasi Putusan One Day Publish Tahun 2021 
dan Tahun Sebelumnya 

NO. PERKARA BANDING NO. PERKARA TK. PERTAMA 
TANGGAL 

TERIMA 

TANGGAL 

PUTUS 

TANGGAL 

PUBLIKASI 

154 /Pdt.G/2021/PTA.Sby 3058/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr 13/04/2021 27/04/2021 27/04/2021 

266 /Pdt.G/2021/PTA.Sby 0693/Pdt.G/2021/PA.Sby. 14/06/2021 29/06/2021 29/06/2021 

471 /Pdt.G/2021/PTA.Sby 1304/Pdt.G/2021/PA.Gs 01/12/2021 23/12/2021 23/12/2021 

482 /Pdt.G/2021/PTA.Sby 0862/Pdt.G/2021/PA.Bdw 06/12/2021 27/12/2021 27/12/2021 
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Grafik 3.8. Perbandingan Publikasi Putusan dari Tahun 2020 dan 2021 
 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 

Persentase putusan yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat di 

akses secara online dalam waktu satu 

hari setelah putus 

100% 100% 100% 

Tabel 3.29. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 
pada Indikator Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat yang 

Dapat Diakses secara Online, Satu Hari Setelah Putus 
 

Target tahun 2021 yang ditetapkan pada indikator putusan yang menarik 

perhatian masyarakat (perkara ekonomi syariah dan perkara pengesahan 

perkawinan/ istbat nikah) yang dapat diakses secara online dalam waktu satu 

hari setelah putus adalah 100%. Di mana pada tahun 2021 perkara yang 

diputus sebanyak 519 perkara dari perkara yang telah diputus tersebut 

terdapat yang menarik perhatian masyarakat di mana keseluruhannya telah 

diuplod dalam waktu 1 (satu) hari setelah perkara diputus yakni sebanyak 8 

(delapan) perkara, sebagaimana kebijakan Dirjen Badilag untuk mewujudkan 

publikasi putusan dilaksanakan paling lambat satu hari setelah putus (one day 

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%
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2020 2021
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publish) sehingga putusan dapat diakses oleh masyarakat satu hari sejak 

perkara diputus oleh Majlis Hakim. 

Realisasi indikator ini adalah 8/8 x 100% = 100%, sehingga capaian pada 

indikator ini adalah 100/100 x 100% = 100%.  

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

2020 2021 

Persentase putusan yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat diakses secara online 

dalam waktu satu hari setelah putus 

88.19% 100% 

Tabel 3.30. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2021 dengan 
tahun 2020 pada Indikator Persentase Putusan yang Menarik Perhatian 
Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online, Satu Hari Setelah Putus 
 

Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal ini putusan yang 

menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 

satu hari setelah putus antara tahun 2021 dengan tahun 2020 mengalami 

kenaikan capaian kinerja. Ketepatan waktu dalam publikasi putusan salah 

satunya dipengaruhi oleh kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

bahwa sebelum perkara dibacakan putusan oleh Majelis Hakim putusan harus 

sudah selesai sehingga sesaat setelah dibacakan putusan maka putusan bisa 

diupload oleh Panitera Pengganti, serta jadwal pelaksanaan sidang putusan 

dibuat sampai siang hari sehingga memberi kesempatan kepada Panitera 

Pengganti untuk menyelesaikan upload ke Direktori Putusan. Hal tersebut 

menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meningkat dalam 

memberikan pelayanan ke publik dengan meningkatnya capaian pada tahun 

2021. 

Pada tahun 2020, semua perkara dianggap menarik perhatian 

masyarakat sehingga semua putusan dimasukkan dan ada beberapa perkara 

tidak bisa one day publish dengan alasan masih direvisi oleh Hakim, sehingga 
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dari diambil kebijakan Ketua untuk mengambil langkah bahwa setiap perkara 

yang diputus harus dikonsep lebih matang untuk dibacakan serta dapat 

langsung diupload, sehingga bisa memenuhi target one day publish. 

Selanjutnya, untuk tahun 2021 ini kategori perkara yang menarik perhatian 

masyarakat adalah perkara ekonomi syariah dan perkara pengesahan 

perkawinan/ istbat nikah. 

c. Analis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi 

yang dilakukan 

Keberhasilan pada indikator kedua ini dikarenakan pelaksanaan dan 

efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, dan 

akuntabel oleh hakim dan SDM lainnya pada Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya berdasarkan putusan yang dipublikasikan. Faktor lain yang 

menyebabkan keberhasilan adanya peningkatan publikasi putusan dengan 

one day publish adalah: 

1) Pelaksanakan SOP yang konsisten; 

2) Konsistensi para Hakim dengan menyiapkan putusan sebelum 

dibacakan; 

3) Penyesuaian jadwal sidang terhadap pelaksanaan administrasi perkara; 

4) Pembinaan dan diskusi hukum di lingkungan Hakim; 

5) Sarana dan prasarana yang mendukung. 

d. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia 

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada 

indikator putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara diputus dapat terlihat 

jika kita membandingkan antara penyelesaian perkara yang menarik 

perhatian masyarakat dengan jumlah putusan yang dipublikasikan dengan 

jumlah SDM yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 
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TAHUN 

PENYELESAIAN 

PUTUSAN YANG 

MENARIK PERHATIAN 

MASYARAKAT 

PUTUSAN YANG 

DIPUBLIKASIKAN 

JUMLAH 

HAKIM 

2020 525 463 26 

2021 8 8 23 

Tabel 3.31. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia 
pada Indikator Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat yang 

Dapat Diakses secara Online, Satu Hari Setelah Putus 
 

Pada tahun 2021, walaupun jumlah Hakim mengalami pengurangan 

namun tidak mempengaruhi terhadap kinerja publikasi putusan di mana 

jumlah Hakim yang menangani sebanyak 23 orang termasuk Ketua dan Wakil 

Ketua yang terdiri dari 13 Majelis perkara biasa dan 3 Majelis ekonomi 

syariah, didukung pula dengan jumlah Panitera Sidang (Panitera dan Panitera 

Pengganti) sejumlah 16 orang, hal ini menunjukkan SDM pada Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya sangat proposional dalam memutus perkara dan bisa 

diupload 1 (satu) hari sejak perkara diputus/ dibacakan, sehingga bisa 

memberikan kepuasan masyarakat karena masyarakat bisa mengakses 

salinan putusan secara langsung sesaat setelah perkara diputus. 

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja 

Pada indikator indikator putusan yang menarik perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara 

diputus ini sangat ditunjang oleh program penyelesaian perkara, peningkatan 

manajemen peradilan agama, program dukungan manajemen, dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan program peningkatan 

sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung yang membantu dalam 

rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya 

operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana prasarana 

sehingga Hakim dan aparat lainnya dapat bekerja maksimal dalam 
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam program one day 

minute dan one day publish. 

Sasaran 

Strategis 3 
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang Bermutu 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan mutu pelayanan terhadap 

masyarakat pencari keadilan, salah satunya dengan adanya pembinaan dan 

pengawasan pada Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 

pelakasanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, dan pembangunan Zona Integritas. 

Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran 

ini meliputi 3 (tiga) indikator, sebagai berikut: 

1. Indikator persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti 

Dengan perbandingan antara jumlah hasil pembinaan dan pengawasan yang 

ditindaklanjuti dengan jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan di 

tahun berjalan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang (Hawasbid) dan Hakim Tinggi 

Pengawas Daerah (Hatiwasda). Pelaksanaan pengawasan pada Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya terdiri dari 2 (dua) kegiatan, meliputi: 

a. Pengawasan bidang 

Pengawasan bidang merupakan pengawasan internal pada Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya. Guna melaksanakan fungsi pengawasan internal 

tersebut, telah ditunjuk Hakim Tinggi Pengawas Bidang. Pengawasan ini 

dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun dan pelaksanaan dari 

kegiatan pengawasan ini tidak dibebankan dari anggaran Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.  

Pelaksanaan pengawasan bidang sepanjang tahun 2021 dilaksanakan 

pada bulan Mei dan Desember 2021. Adapun bidang-bidang yang menjadi 

objek pemeriksaan dalam pengawasan ini, antara lain: 

1) Bidang manajemen peradilan dan pelayanan publik 

2) Bidang administrasi perkara 
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3) Bidang administrasi persidangan 

4) Bidang administrasi umum 

NO NAMA JABATAN 
BIDANG 

PENGAWASAN 

1 Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik 

 

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H. Hakim Tinggi Program kerja/ 

pembinaan SDM 

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Prasarana IT, 

pelayanan publik, 

website, dan informasi 

desk 

Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H. Hakim Tinggi Penanganan 

pengaduan dan 

permasalahan hukum 

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Upload putusan dan 

pengiriman salinan 

putusan 

2 Bidang Administrasi Perkara 

 

Drs. H. Nanang Faiz Hakim Tinggi Prosedur penerimaan 

perkara 

Drs. H. Mas’ud Hakim Tinggi Laporan perkara 

H. Supangkat, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Arsip berkas perkara 

Drs. H. Sugito Musman, S.H. Hakim Tinggi Register perkara 

H. Basuni, S.H., M.H. Hakim Tinggi Keuangan perkara 

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. Hakim Tinggi Monitoring tabayun 

dan e-Court 
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3 Bidang Adminitrasi Persidangan 

 

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. Hakim Tinggi SIPP 

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H. Hakim Tinggi PMH, PHS (Bindalmin), 

dan catatan sidang 

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Minutasi dan 

pemberkasan Drs. H. Mahmudi, M.H. Hakim Tinggi 

4 Bidang Administrasi Umum 

 

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tata persuratan 

Drs. H. Nur Khazim, M.H. Hakim Tinggi Kepegawaian/ SIKEP 

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H. Hakim Tinggi Keuangan DIPA 

(realisasi DIPA) 

Sulhan, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Inventaris/ SIMAK-

BMN 

Drs. H. Solihun, S.H., M.H. Hakim Tinggi Perpustakaan 

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H. Hakim Tinggi Kebersihan lingkungan 

Tabel 3.32. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 
 

b. Pengawasan daerah 

Pengawasan pada Pengadilan Agama dalam rangka untuk menjamin agar 

proses peradilan di tingkat pertama berjalan sebagaimana mestinya. 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding 

memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Pengawasan daerah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun 

dan pelaksanaan dari kegiatan pengawasan ini dibiayai oleh anggaran Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Pengawasan daerah yang pertama dilaksanakan melalui daring/ online 

dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting secara virtual dikarenakan 

masih adanya pandemi Covid-19, sementara pengawasan yang ke dua 

dilaksana dengan turun langsung ke satuan kerja se wilayah Pengadilan 
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Tinggi Agama Surabaya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Tim 

Pembinaan dan Pembinaan di mana tim ini nantinya membuat Laporan Hasil 

Pengawasan (LHP) sebagai dasar bagi Pengadilan Agama untuk melakukan 

perbaikan atas temuan dalam LHP tersebut sekaligus kontrak kinerja antara 

Pengadilan Agama terperiksa dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Setelah dilakukan perbaikan, maka Pengadilan Agama yang menjadi objek 

terperiksa mengirimkan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP). 

Berikut merupakan pengawasan daerah yang sudah dilakukan ke 

Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya: 

NO SATUAN KERJA TANGGAL HATIWASDA 

1 PA Bangkalan 02 s.d. 03 Februari 2021 Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. 

2 PA Ponorogo 03 s.d. 04 Februari 2021 Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H. 

3 PA Kota Kediri 03 s.d. 04 Februari 2021 Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H. 

4 PA Jombang 03 s.d. 04 Februari 2021 Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H. 

5 PA Lamongan 22  Februari 2021 Drs. H. Nur Khazim, M.H. 

6 PA Banyuwangi 22 s.d. 25 Februari 2021 H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum. 

7 PA Lumajang 22 s.d. 23 Februari 2021 Sulhan, S.H., M.Hum. 

8 PA Kota Malang 24 s.d. 25 Februari 2021 Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. 

9 PA Kab. Madiun 22 s.d. 23 Februari 2021 H. Basuni, S.H., M.H. 

 10 PA Tuban 04 s.d. 05 Oktober 2021 

11 PA Bondowoso 04 s.d. 08 Oktober 2021 Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H. 

12 PA Jember 

13 PA Sampang 04 s.d. 08 Oktober 2021 Drs. H. Sugito Musman, S.H. 

14 PA Pamekasan 

15 PA Probolinggo 07 s.d. 08 Oktober 2021 Sulhan, S.H., M.Hum. 

16 PA Bangil 11 s.d. 14 Oktober 2021 Drs. H. Mahmudi, M.H. 

17 PA Pasuruan 

18 PA Magetan 11 s.d. 15 Oktober 2021 Drs. H. Nanang Faiz 

19 PA Ngawi 
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20 PA Nganjuk 11 s.d. 15 Oktober 2021 Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H. 

21 PA Kota Madiun 

22 PA Situbondo 11 s.d. 13 Oktober 2021 H. Supangkat, S.H., M.Hum. 

23 PA Pacitan 11 s.d. 13 Oktober 2021 Drs. H. Solihun, S.H., M.H. 

24 PA Surabaya 14 s.d. 15 Oktober 2021 Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. 

25 PA Sidoarjo 18 s.d. 19 Oktober 2021 Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. 

26 PA Kraksaan 18 s.d. 19 Oktober 2021 Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H. 

27 PA Gresik 01 s.d. 02 November 2021 Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H. 

28 PA Mojokerto 21 s.d. 22 Oktober 2021 Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H. 

29 PA Kab. Kediri 21 s.d. 22 Oktober 2021 Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H. 

30 PA Blitar 25 s.d. 27 Oktober 2021 Drs. H. Mas'ud 

31 PA Sumenep 25 s.d. 27 Oktober 2021 Drs. H. Muhammad Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H. 

32 PA Bojonegoro 25 s.d. 28 Oktober 2021 Drs. Saherudin 

33 PA Lamongan 

 

34 PA Tulungagung 25 s.d. 29 Oktober 2021 Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H. 

35 PA Trenggalek 

36 PA Kab. Malang 27 s.d. 29 Oktober 2021 Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. 

37 PA Jombang 8 s.d. 10 Desember 2021 Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H. 

38 PA Kab. Madiun 8 s.d. 10 Desember 2021 Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. 

39 PA Magetan 8 s.d. 10 Desember 2021 Drs. H. Nanang Faiz 

40 PA Ponorogo 8 s.d. 10 Desember 2021 Drs. H. Solihun, S.H., M.H. 

41 PA Lumajang 8 s.d. 10 Desember 2021 Sulhan, S.H., M.Hum. 

42 PA Kota Malang 13 s.d. 15 Desember 2021 Drs. H. Mas'ud 

43 PA Bangkalan 13 s.d. 15 Desember 2021 Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. 

44 PA Situbondo 13 s.d. 15 Desember 2021 H. Supangkat, S.H., M.Hum. 

45 PA Bondowoso 13 s.d. 15 Desember 2021 Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H. 

46 PA Pacitan 13 s.d. 15 Desember 2021 Drs. H. Solihun, S.H., M.H. 

47 PA Kab. Kediri 13 s.d. 15 Desember 2021 Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H. 
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48 PA Banyuwangi 20 s.d. 22 Desember 2021 H. Supangkat, S.H., M.Hum. 

49 PA Ngawi 20 s.d. 22 Desember 2021 Drs. H. Mahmudi, M.H. 

50 PA Blitar 20 s.d. 22 Desember 2021 Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H. 

51 PA Bojonegoro 20 s.d. 22 Desember 2021 Drs. Saherudin 

52 PA Sumenep 20 s.d. 22 Desember 2021 Drs. H. Muhammad Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H. 

53 PA Tulungagung 20 s.d. 22 Desember 2021 Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H. 

54 PA Pamekasan 20 s.d. 22 Desember 2021 Drs. H. Sugito Musman, S.H. 

Tabel 3.33. Hakim Pengawas Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 
Tahun 2021 

 

2. Indikator persentase Peradilan Agama yang dilakukan surveillance APM dengan 

nilai A excellent 

yaitu perbandingan jumlah Peradilan Agama se Jawa Timur yang memperoleh 

nilai A excellent dengan jumlah Peradilan Agama se Jawa Timur yang dilaksanakan 

surveillance APM oleh Badilag.  

Surveillance APM dilaksanakan dengan tujuan untuk menerapkan manajemen 

mutu dalam rangka mewujudkan perlayanan prima pada Pengadilan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. Pada tahun 2021, pelaksanaan surveillance APM 

sebanyak 38 satuan kerja pada Peradilan Agama se Jawa Timur, sehingga target 

dapat tercapai 100%. 

Berikut merupakan data pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) 

Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2021 

(surat Direktur Pembinaan Administrasi dan Peradilan Agama Nomor 

531/DJA.3/HM.00/2/2022 tanggal 09 Februari 2022 tentang Hasil Rapat Komite 

Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2021): 
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NO SATUAN KERJA TAHAPAN ASESMEN PREDIKAT 

1 PTA Surabaya Surveillance 3 A*** 

2 PA Bangil Surveillance 3 A*** 

3 PA Bangkalan Surveillance 3 A** 

4 PA Banyuwangi Surveillance 3 A*** 

5 PA Bawean Surveillance 3 A** 

6 PA Blitar Penilaian ulang/ reakreditasi A** 

7 PA Bojonegoro Surveillance 3 A** 

8 PA Bondowoso Surveillance 3 A*** 

9 PA Gresik Surveillance 3 A*** 

10 PA Jember Penilaian ulang/ reakreditasi A*** 

11 PA Jombang Surveillance 3 A*** 

12 PA Kab. Kediri Surveillance 3 A*** 

13 PA Kab. Madiun Surveillance 3 A*** 

14 PA Kab. Malang Penilaian ulang/ reakreditasi A*** 

15 PA Kangean Surveillance 3 A** 

16 PA Kota Kediri Surveillance 3 A** 

17 PA Kota Madiun Penilaian ulang/ reakreditasi A*** 

18 PA Kota Malang Surveillance 3 A*** 

19 PA Kraksaan Surveillance 3 A*** 

20 PA Lamongan Surveillance 3 A*** 

21 PA Lumajang Penilaian ulang/ reakreditasi A*** 

22 PA Magetan Penilaian ulang/ reakreditasi A*** 

23 PA Mojokerto Surveillance 3 A*** 

24 PA Nganjuk Surveillance 3 A*** 

25 PA Ngawi Surveillance 3 A*** 

26 PA Pacitan Penilaian ulang/ reakreditasi A*** 

27 PA Pamekasan Surveillance 3 A** 

28 PA Pasuruan Penilaian ulang/ reakreditasi A*** 

29 PA Ponorogo Surveillance 3 A*** 
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30 PA Probolinggo Surveillance 3 A*** 

31 PA Sampang Surveillance 3 A** 

32 PA Sidoarjo Penilaian ulang/ reakreditasi A*** 

33 PA Situbondo Surveillance 3 A*** 

34 PA Sumenep Surveillance 3 A** 

35 PA Surabaya Penilaian ulang/ reakreditasi A*** 

36 PA Trenggalek Surveillance 3 A** 

37 PA Tuban Surveillance 3 A*** 

38 PA Tulungagung Surveillance 3 A** 
Tabel 3.34. Penetapan Hasil Asessment Akreditasi Penjaminan Mutu Badan 

Peradilan Agama Tahun 2021 
 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun 2021 

seluruh Peradilan Agama di wilayah Surabaya memperoleh nilai A excellent, 

sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 100%.  

 

3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 

adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah 

pengaduan yang diterima. 

Pada tahun 2021, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima surat 

pengaduan sebanyak 29 berkas pengaduan/ status pengaduan dan status 

pengaduan yang ditangani berjumlah 28. Jumlah pengaduan tersebut mengalami 

kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 26 pengaduan. 

Keseluruhan jumlah pengaduan bukan disebabkan oleh ketidakpuasan 

masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, melainkan dari 

pengaduan/ keluhan dari Pengadilan Agama yang didelegasikan ke Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya.  

Pengaduan masyarakat tersebut ditindaklanjuti berdasarkan kententuan 

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan 
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Peradilan di Bawahnya. Pengaduan yang masuk/ diterima tersebut selanjutkan 

ditanggapi dengan cara memberntuk tim untuk melakukan klarifikasi dan 

pemeriksaan terhadap terlapor dan pihak-pihak terkait. 

Sebagai gambaran penanganan pengaduan selama tahun 2021 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

JUMLAH PENGADUAN 

YANG MASUK 

JUMLAH DAN STATUS 

PENGADUAN YANG 

DITINDAKLANJUTI 

JUMLAH PENGADUAN 

YANG SELESAI 

DITINDAKLANJUTI 

JUMLAH 

PENGADUAN 

YANG TERSISA 

29 28 28 1 

Tabel 3.35. Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti pada Tahun 2021 

 

Berikut merupakan pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 

2021: 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

2020 2021 

1 
Persentase hasil pembinaan 

dan pengawasan yang 

ditindaklanjuti 

100% 100% 

2 
Persentase Peradilan Agama 

yang dilakukan surveillance 

APM dengan nilai A excellent 

100% 100% 

3 
Persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

100% 100% 

Tabel 3.36. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 
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1. Penjelasan sasaran strategis 3 pada indikator 1, yaitu persentase hasil pembinaan 

dan pengawasan yang ditindaklanjuti 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI  CAPAIAN  

Persentase hasil pembinaan dan 

pengawasan yang ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

Tabel 3.37. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 
2021 pada Indikator Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang 

Ditindaklanjuti 
 

Target tahun 2021 yang ditetapkan pada indikator Persentase hasil 

pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti adalah 100%, di mana dari  

56 laporan hasil  pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim 

Tinggi Pengawas Bidang dan Daerah  di internal Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya dan Pengadilan Agama Se Jawa Timur  tahun 2021 seluruhnya telah 

ditindaklanjuti secara tepat waktu maksimal 1 bulan sejak pelaksanaan 

pengawasan, sesuai dengan kontrak kinerja yang disepakati oleh tim 

pengawas dan pimpinan satker. Oleh karena itu, realisasinya adalah 56/56 x 

100% = 100%. Sehingga, capaian pada indikator salinan putusan yang 

dikirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju secara tepat waktu adalah 100/100 

x 100% = 100%.  

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 

INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

2020 2021 

Persentase hasil 

pembinaan dan 

pengawasan yang 

ditindaklanjuti 

100% 100% 

Tabel 3.38. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2021 dengan 
tahun 2020 pada Indikator Persentase Hasil Pembinaan dan 

Pengawasan yang Ditindaklanjuti 
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Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal hasil pembinaan 

dan pengawasan yang ditindaklanjuti antara tahun 2020 dengan tahun 2021 

telah tercapai 100%.  

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif 

solusi yang dilakukan 

Keberhasilan pada indikator jumlah hasil pengawasan yang 

ditindaklanjut adalah adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk 

menjadi tim pembinaan dan pengawasan, komitmen yang kuat dari satuan 

kerja terperiksa dalam menindaklanjuti hasil dari pembinaan dan 

pengawasan. Selain itu juga didukung dengan tersedianya anggaran dari 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

yang membantu dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, 

serta peran aktif Hakim Tinggi Pengawas dalam melakukan pembinaan dan 

pengawasan. 

d. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia 

Analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada 

indikator persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti 

dapat dilihat dengan membandingkan antara jumlah satuan kerja dengan 

jumlah SDM Hakim Tinggi Pengawasan Daerah yang didampingi dari unsur 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sebagaimana yang terlampir pada tabel 

berikut: 

NO SATUAN KERJA 
JUMLAH HAKIM 

TINGGI 

JUMLAH 

PENDAMPING 

KEPANITERAAN 

JUMLAH 

PENDAMPING 

KESEKRETARIATAN 

1 PA Bangkalan 1 1 1 

2 PA Ponorogo 1 1 1 

3 PA Lamongan 1 1 1 

4 PA Banyuwangi 1 1 1 

5 PA Lumajang 1 1 1 
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6 PA Kota Kediri 1 1 1 

7 PA Kota Malang 1 1 1 

8 PA Jombang 1 1 1 

9 PA Kab. Madiun 1 1 1 

Tabel 3.39. Pengawasan Periode Bulan Februari Tahun 2021 
 

NO SATUAN KERJA 
JUMLAH HAKIM 

TINGGI 

JUMLAH 

PENDAMPING 

KEPANITERAAN 

JUMLAH 

PENDAMPING 

KESEKRETARIATAN 

1 PA Surabaya 1 2 2 

2 PA Kab. Malang 

3 PA Sidoarjo 1 2 2 

4 PA Bangkalan 1 1 

5 PA Pacitan 1 3 3 

6 PA Ponorogo 1 1 

7 PA Bojonegoro 1 3 3 

8 PA Lamongan 1 2 2 

9 PA Banyuwangi 1 1 

10 PA Situbondo 1 3 3 

11 PA Lumajang 1 1 1 

12 PA Probolinggo 2 2 

13 PA Kab. Kediri 1 3 3 

14 PA Gresik 1 2 2 

15 PA Magetan 1 3 3 

16 PA Ngawi 3 3 

17 PA Tulungagung 1 3 3 

18 PA Trenggalek 2 2 

19 PA Blitar 1 3 3 

20 PA Kota Malang 1 1 
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21 PA Bondowoso 1 3 3 

23 PA Kraksaan 2 2 

24 PA Jember 2 2 

25 PA Pamekasan 1 3 3 

26 PA Sampang 2 2 

27 PA Pasuruan 1 2 2 

28 PA Bangil 2 2 

29 PA Jombang 1 1 1 

30 PA Mojokerto 2 2 

31 PA Kab. Madiun 1 1 1 

32 PA Tuban 2 2 

33 PA Nganjuk 1 2 2 

34 PA Kota Madiun 2 2 

35 PA Sumenep 1 3 3 

Tabel 3.40. Pengawasan Periode Bulan Oktober s.d. Desember Tahun 2021 
 

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja 

Pada indikator persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang 

ditindaklanjuti ini, program pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang 

menunjang atau mendukung dan menjadikan indikator ini berhasil, yaitu 

program peningkatan manajemen Peradilan Agama yang membantu dalam 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan serta 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan. Adapun kegiatan dalam 

program ini meliputi pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi 

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, serta menindaklanjuti temuan hasil 

pengawasan. 
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2. Penjelasan sasaran strategis 3 pada indikator 2, yaitu persentase Peradilan Agama 

yang dilakukan surveillance APM dengan nilai A excellent 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI  CAPAIAN  

Persentase Peradilan Agama yang 

dilakukan surveillance APM dengan 

nilai A excellent 

100% 100% 100% 

Tabel 3.41. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 
2021 pada Indikator Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang 

Ditindaklanjuti 
 

Target yang ditetapkan dalam indikator persentase Peradilan Agama 

yang dilakukan surveillance APM dengan nilai A excellent, menghasilkan 

capaian kinerja sebesar 100%. 

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 

INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

2020 2021 

Persentase Peradilan 

Agama yang dilakukan 

surveillance APM 

dengan nilai A excellent 

100% 100% 

 

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif 

solusi yang dilakukan 

Keberhasilan pada indikator persentase Peradilan Agama yang dilakukan 

surveillance APM dengan nilai A excellent di antaranya, yaitu adanya 

pendampingan berkala  oleh 11 orang  Asesor yang telah bersertifikasi dari 

Badilag dan komitmen bersama yang kuat antara Pimpinan dan seluruh 

aparatur Peradilan Agama se Jawa Timur dalam mewujudkan nilai A excellent, 

ditunjang dengan adanya sumber daya manusia yang berkinerja tinggi, 
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implementasi APM dalam perlaksanaan tugas pokok sehari-hari yang 

dilaksanakan secara konsisten, serta tersedianya sarana dan prasarana yang 

memadai. Selain itu, anggaran yang tersedia pada DIPA juga cukup memadai 

untuk pelaksanaan kegiatan surveillance APM. 

d. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia 

Analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada 

indikator persentase Peradilan Agama yang dilakukan surveillance APM 

dengan nilai A excellent dapat didukung dari adanya Asesor Akreditasi 

Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berjumlah 7 

(tujuh) orang dan juga 4 (empat) orang Asesor dari Pengadilan Agama di 

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga dapat secara efektif dan 

efisien dalam bertugas sebagai Tim Telusur Dokumen Asessmen Eksternal 

APM bagi Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 

antara lain: 

NO NAMA JABATAN 

1 Drs. Saherudin Hakim Tinggi 

2 Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Panitera 

3 Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H. Panitera Pengganti 

4 Bambang Subroto, S.H., M.M. Panitera Pengganti 

5 Eva Ervina, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti 

6 Rohmad Bahrudin, S.Kom., M.HP. Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga 

7 Rusmin Rapi, S.T., S.H., M.H. Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan 

Tabel 3.42. Daftar Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu 
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 
NO SATUAN KERJA NAMA JABATAN 

1 PA Kab. Madiun Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si. Ketua 

2 PA Kab. Madiun Nur Said, S.H.I., M.Ag. Wakil Ketua 

3 PA Kab. Malang Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. Ketua 

4 PA Pamekasan Mashuri, S.Ag., M.H. Wakil Ketua 

Tabel 3.43. Daftar Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tingkat Pertama 



   

 98 
   

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja 

Pada indikator persentase Peradilan Agama yang dilakukan surveillance 

APM dengan nilai A excellent ini, program pada Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya yang menunjang atau mendukung dan menjadikan indikator ini 

berhasil, yaitu program, peningkatan manajemen Peradilan Agama. Program 

tersebut sebagai langkah berkesinambungan untuk meningkatkan mutu 

pelayanan Pengadilan serta meningkatkan kepuasan masyarakat, dengan 

kegiatan berupa kegiatan surveillance implementasi APM, monitoring dan 

evaluasi implementasi APM, dan sosialisasi tentang APM oleh Asesor Internal 

kepada seluruh pegawai. 

3. Penjelasan sasaran strategis 3 pada indikator 3, yaitu persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selama periode Januari hingga 

Desember 2021 telah menerima sebanyak 29 pengaduan  dari 19 Pengadilan 

Agama se Jawa Timur dan semuanya dapat ditindaklanjuti dengan capaian 

seperti tersebut dalam tabel berikut: 

INDIKATOR KINERJA 

JUMLAH 

PENGADUAN YANG 

DITERIMA 

JUMLAH 

PENGADUAN YANG 

DITINDAKLANJUTI 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase pengaduan 

yang ditindaklanjuti 

29 28 100% 96,55% 96,55% 

Tabel 3.44. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 pada Indikator 
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti 

 

Berdasarkan data pengaduan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 29 

pengaduan yang masuk/ diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

pada tahun 2021 sebanyak 28 pengaduan telah ditindaklanjuti, 1 pengaduan 

ditindaklanjuti pada awal tahun 2022 sehingga persentase realisasi sebesar 
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96,55%.  Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, nilai capaian 

sebesar: 

 

 

 

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 

INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

2020 2021 

Persentase pengaduan 

yang ditindaklanjuti 

100% 96,55% 

Tabel 3.45. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2021 dengan 
tahun 2020 pada Indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti 

 
Capaian kinerja pada indikator persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti mengalami penurunan pada tahun 2021, yaitu dengan capaian 

96,55% dari tahun sebelumnya yang mencapai 100%. 

c. Analisis penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan 

Penurunan capaian kinerja pada indikator persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti disebabkan karena keterbatasan anggaran dan keterlambatan 

berkas pengaduan yang diterima (24 Desember 2021), maka menyebabkan 

capaian kinerja pada indikator ini menjadi tidak optimal. 

d. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia 

Penggunaan efisiensi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya jika 

dihubungkan dengan indikator ini yaitu sangat efektif dan efisien. Hal ini 

karena telah dibentuk Tim Penyelesaian Pengaduan pada Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya guna memeriksa pengaduan yang masuk atau diterima. 

Selain itu, setiap pelaksanaan tugas tersebut selalu mengacu kepada Standar 

Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan sebagai standar 

dalam pelaksanaan tugas. 

Tingkat capaian = (28/29) x 100% = 96,55% 
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e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan 

pencapaian kinerja 

Capaian pada indikator ini dapat didukung oleh program peningkatan 

manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan yang berupa tindaklanjut 

pengaduan yang diterima dan mengadakan lomba kinerja administrasi 

perkara dan kesekretariatan. 

B. REALISASI ANGGARAN 

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana yang tertuang pada 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis 2020-2024 yang dijabarkan 

dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK), Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya didukung dengan 2 (dua) DIPA, 2 (dua) program, dan 3 (tiga) kegiatan 

dengan jumlah pagu sebesar Rp 25.348.998.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus 

empat puluh delapan juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah). Rincian 

program dan besaran realisasi anggarannya dapat dijelaskan pada uraian, berikut: 

PROGRAM 
PAGU  

(Rp) 

REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 

Rp % Rp % 

Program Dukungan 

Manajemen 

24.757.879.000 24.648.774.302 99.56 109.104.698 0.44 

Program Peningkatan 

dan Pelayanan Hukum  

591.119.000 559.119.636 94,59 31.999.364 5.41 

JUMLAH 25.348.998.000 25.207.893.938 97,08 141.104.062 2,92 

Tabel 3.46. Pagu dan Realisasi Program Dukungan Manajemen 
 

https://satudja.kemenkeu.go.id/laporan?q=Realisasi&l=Prog-Giat&w=005.04.309125-p.005.04.BF
https://satudja.kemenkeu.go.id/laporan?q=Realisasi&l=Prog-Giat&w=005.04.309125-p.005.04.BF
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Grafik 3.9. Pagu dan Realisasi Program Dukungan Manajemen 
 

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (Program Dukungan Manajemen) 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima DIPA 01 Badan Urusan 

Administrasi dengan Nomor SP DIPA-005.01.2.308170/2021 tanggal 23 

November 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 24.757.879.000,00 (dua 

puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh 

sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 

JENIS 

RINCIAN 

OUTPUT 

PAGU  

(Rp) 

PER 31 DESEMBER T.A. 2021 

REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 

Rp % Rp % 

Layanan 

Perkantoran 

23.703.672.000 23.604.828.099 99.58 98.843.901 0.42 

Layanan Umum 509.417.000 509.240.141 99.97 176.859 0.03 

Layanan Sarana 

dan Prasarana 

Internal 

544.790.000 543.962.455 99.85 827.545 0.15 

JUMLAH 24.757.879.000 24.658.030.695 99,80 99.848.305 0,20 

Tabel 3.47. Pagu dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi 
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Grafik 3.10. Pagu dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi 
 

JENIS 

RINCIAN 

OUTPUT 

PAGU  

(Rp) 

PER 31 DESEMBER T.A. 2021 

REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 

Rp % Rp % 

Layanan Perkantoran 

Gaji dan 

Tunjangan 

17.545.912.000 17.470.449.648 99.57 75.462.352 0.43 

Operasional dan 

Pemeliharaan 

Kantor 

6.157.760.000 6.134.378.451 99.62 23.381.549 0.38 

JUMLAH 23.703.672.000 23.604.828.099 99,60 98.843.901 0,40 
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Layanan Umum 

Non Opersional 

Satker Daerah 

509.417.000 509.240.141 99.97 176.859 0.03 

JUMLAH 509.417.000 509.240.141 99.97 176.859 0.03 

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 

Belanja Modal 544.790.000 543.962.455 99.85 827.545 0.15 

JUMLAH 544.790.000 543.962.455 99.85 827.545 0.15 

JUMLAH TOTAL 24.757.879.000 24.658.030.695 99,80 99.848.305 0,20 

Tabel 3.48. Pagu dan Realisasi Rincian Output DIPA 01 Badan Urusan Administrasi 
 

2. DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama (Program Penegakan dan Pelayanan 

Hukum) 

Selain menerima DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya juga menerima DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama dengan 

Nomor SP DIPA-005.04.2.309125/2021 tanggal 23 November 2020 dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp 406.324.000,00 (empat ratus enam juta tiga ratus dua 

puluh empat ribu rupiah). 

Pada tahun 2021, selain mendapatkan DIPA dari Rupiah Murni, Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya juga mendapatkan tambahan anggaran yang bersumber 

dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 184.795.000,00 (seratus 

delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga 

total pagu pada tahun 2021 berjumlah Rp 591.119.000, 00 (lima ratus sembilan 

puluh satu juta seratus sembilan belas  ribu rupiah), dengan rincian sebagai 

berikut: 
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JENIS 

RINCIAN 

OUTPUT 

PAGU  

(Rp) 

PER 31 DESEMBER T.A. 2021 

REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 

Rp % Rp % 

Akreditasi 

Penjaminan 

Mutu 

76.000.000 74.243.629 97.69 1.756.371 2.31 

Pembinaan 

Pemeriksaan 

Yustisial 

157.845.000 138.150.180 87.52 19.694.820 12.48 

Bimtek/ 

Sosialisasi 

Pengembangan 

dan Pengelolaan 

PNBP 

26.950.000 26.100.000 96,85 850.000 3.15 

Kompetensi SDM 191.300.000 187.610.108 98.07 3.689.892 1.93 

Monitoring 

Kebijakan 

Pelayanan 

Peradilan 

139.024.000 133.015.719 95.68 6.008.281 4.32 

JUMLAH 591.119.000 559.119.636 95,16 31.999.364 4,84 

Tabel 3.49. Pagu dan Realisasi DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama 
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Grafik 3.11. Pagu dan Realisasi DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama 

 

JENIS 

RINCIAN 

OUTPUT 

PAGU  

(Rp) 

PER 31 DESEMBER T.A. 2021 

REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 

Rp % Rp % 

Akreditasi Penjaminan Mutu 

Bimbingan 

Implementasi 

Integrasi APM 

dan ZI pada 

Pengadilan 

Tingkat Pertama 

76.000.000 74.243.629 97.69 1.756.371 2.31 

JUMLAH 76.000.000 74.243.629 97.69 1.756.371 2.31 

Pembinaan Pemeriksaan Yustisial 

Pembinaan dan 

Pemeriksaan 

Teknis dan 

157.845.000 138.150.180 87.52 19.694.820 12.48 
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Series1 76.000.000 157.845.000 26.950.000 191.300.000 139.024.000

Series2 74.243.629 138.150.180 26.100.000 187.610.108 133.015.719

Series3 1.756.371 19.694.820 850.000 3.689.892 6.008.281

Series1 Series2 Series3
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Administrasi 

Yustisial Tingkat 

Banding ke 

Tingkat Pertama 

JUMLAH 157.845.000 138.150.180 87.52 19.694.820 12.48 

Bimtek/ Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan PNBP 

Sosialisasi PNBP 

Teknis 

26.950.000 26.100.000 96,85 850.000 3.15 

JUMLAH 26.950.000 26.100.000 96,85 850.000 3.15 

Kompetensi SDM 

Bimbingan 

Teknis 

Kepaniteraan 

Peradilan Agama 

191.300.000 187.610.108 98.07 3.689.892 1.93 

JUMLAH 191.300.000 187.610.108 98.07 3.689.892 1.93 

Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Layanan 

Peradilan 

139.024.000 133.015.719 95.68 6.008.281 4.32 

JUMLAH 139.024.000 133.015.719 95.68 6.008.281 4.32 

JUMLAH TOTAL 591.119.000 559.119.636 95,16 31.999.364 4,84 

Tabel 3.50. Pagu dan Realisasi Rincian Output DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama
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BAB IV PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2021 

menyajikan keberhasilan capaian maupun kegagalan kinerja dari Perjanjian Kinerja 

yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja 

berdasarkan tujuan dan sasaran. 

Selama tahun 2021, pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

sudah terlaksana dengan baik dan hasil capaian kinerja seperti yang ditetapkan dalam 

Rencana Strategis secara umum dapat memenuhi target. Hal ini dapat terlihat dari 

berbagai aspek yang telah dilaksanakan, antara lain: (1) Persentase sisa perkara 

perdata agama yang diselesaikan; (2) Persentase perkara perdata agama yang 

diselesaikan tepat waktu; (3) Persentase perkara banding yang tidak mengajukan 

upaya hukum kasasi; (4) Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas 

terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding; (5) Persentase salinan putusan perkara 

perdata yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu; (6) Persentase 

putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah putus; (7) Persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang 

ditindaklanjuti; dan (8) Persentase Peradilan Agama yang dilakukan surveillance APM 

dengan nilai A excellent; dan (9) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti. 

 

B. SARAN 

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara lebih 

cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi dan kemampuan sumber 

daya yang tersedia serta kemampuan yang ada, termasuk berbagai faktor yang 

mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah 

percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran; 

2. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan 

target indikator kinerja yang telah ditetapkan; 



   

 109 
   

3. Peningkatan komitmen bersama aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat dan komitmen untuk mempertahankan keberlanjutan dari 

SAKIP sebagai instrument yang objektif dan transparan dalam merencanakan, 

menerapkan, dan mengukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 



   

 110 
   



   

 111 
   

LAMPIRAN 

 

1. Reviu IKU Tahun 2021 

2. Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 

3. Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 

4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 

5. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

6. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

7. SOP Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulanan Realisasi PK 

dan LKjIP 

8. Reviu Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

9. Struktur Organisasi 

10. Matriks Reviu Ke-1 Rencana Strategis Tahun 2020 

11. Laporan Penyelesaian Pengaduan 

12. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 

13. Penghargaan Tahun 2021 

14. SK Jam Kerja PTSP 

15. SK Pengumpul Data Laporan Kinerja 

16. SK Tim Pemenang Penghargaan PTA Award 

17. SK Tim Penilai, Penetapan Kategori, dan Kriteria Lomba Kinerja PA 2022 

18. SOP Pemberian Kompensasi Layanan 

19. SK Tim APM Tahun 2021 

20. SK Tim Penyelesaian Pengaduan 

21. Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama tentang Hasil Rapat Komite 

Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2021 

22. SK Penetapan Tim Telusur Dokumen Asessmen Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu 

Tahun 2021 

23. Jadwal Pengawasan Hawasda Tahun 2021 

24. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Tahun 2021 
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25. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Daerah Tahun 2021 

26. Laporan Kinerja Per Triwulan Tahun 2021 

27. Screenshoot Monitoring Capaian Kinerja Kumulatif Per Triwulan Tahun 2021 

28. Sertifikat SAKIP 

29. Evaluasi Kinerja Penanganan Perkara Banding Tahun 2021 
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1. 
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SURAT KEPUTUSAN 

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

Nomor : W13-A/357/OT.01.1/SK/01/2021 

TENTANG 

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

 

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;  

b. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Tinggi 
Agama Surabaya perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja 
Utama (IKU) 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung; 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di 
Pengadilan; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja; 

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 
933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Utama 
(IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat 
Pertama; 
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9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 
3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen 
SAKIP. 

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya tanggal 07 Januari 2021 tentang Pembahasan 

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

Kesatu :  Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran 

keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk menetapkan Reviu Renstra, 

Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi 

pencapaian kinerja. 

Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan 

untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah 

Agung R.I. dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar tetap memiliki 

IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, 

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. 

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di :  Surabaya 
Pada tanggal :  11 Januari 2021 
Ketua, 
 

 

 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie S.H., M.H. 

NIP. 19551203 198103 1 001 

 

Tembusan kepada Yth. : 

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama RI;
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA 

1 Terwujudnya proses peradilan 
yang pasti, transparan, dan 
akuntabel 

a. Persentase sisa perkara perdata 

agama yang diselesaikan 

 
   Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan  
Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan 

 
Catatan: 
− Surat Edaran Ketua MA R.I. Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat 
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) 
Lingkungan Peradilan 

− Sisa perkara yang dilesaikan = sisa perkara tahun 
sebelumnya 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 

b. Persentase perkara perdata 

agama yang diselesaikan tepat 

waktu 

 
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 
             Jumlah perkara yang diselesaikan 
 

Catatan: 
− Jumlah perkara yang harus diselesaikan = jumlah 

perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun 
sebelumnya 

− Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang 
diselesaikan tahun berjalan 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 

x 100% 

x 100% 
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c. Persentase perkara banding 

yang tidak mengajukan upaya 

hukum kasasi 

 
Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 
                         Jumlah putusan perkara  

 
Catatan: 
− Upaya hukum = kasasi 
− Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, 

maka semakin puas atas putusan pengadilan 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 

d. Indeks responden Pengadilan 

Tingkat Pertama yang puas 

terhadap layanan peradilan 

Tingkat Banding 

 
 
 
Catatan: 
− Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik 

− Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi 
interval IKM index harus ≥ 80 

Panitera dan 
Sekretaris 

Laporan 
Semesteran, 
Bulanan, dan 

Tahunan 

2 Peningkatan efektivitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara 

a. Persentase salinan putusan 

perkara perdata yang dikirim ke 

Pengadilan Agama Pengaju 

tepat waktu 

 
      Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim 
                perdata yang dikirim tepat waktu 
            Jumlah perkara perdata yang diputus 

 
Catatan: 
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun Tahun 2022 
tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 
Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan 
Putusan 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 

x 100% 

Index kepuasan pencari keadilan 

x 100% 
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b. Persentase putusan yang 

menarik perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara online 

dalam waktu 1 hari setelah 

putus 

     Jumlah putusan perkara yang menarik 
    perhatian masyarakat yang dapat diakses 
    secara online dalam waktu 1 hari setelah 
    perkara diputus 
    Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat 

 
Catatan: 
Putusan yang menarik masyarakat = putusan perkara 
ekonomi syariah 

Panitera Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan x 100% 
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SURAT KEPUTUSAN 

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

Nomor : W13-A/358/OT.01.1/SK/01/2021 

TENTANG 

PENETAPAN REVIU TIM INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

 

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

 

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 

b. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 
933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal 
Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 

c. Bahwa untuk melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membentuk Tim 
Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 

2. Peraturan Presiden R.I Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024; 

3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2020-2025; 

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomo 
041/SEK/SK/VII/2012 tentang Penetapan Reviu Reviu 
Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.; 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 
Cara Reviu Instansi Pemerintah. 
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Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 
933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu 

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding 

dan Pengadilan Tingkat Pertama dan Hasil Monitoring Perjanjian 

Kinerja Tahun 2018. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

Kesatu :  Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

Nomor W13-A/236/OT.00/SK/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang 

Penetapan Tim Reviu Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya; 

Kedua : Menetapkan Tim Reviu Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya; 

Ketiga : Memerintahkan kepada semua Pegawai yang ditunjuk sesuai lampiran 

untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip 

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Reviu 

Indikator Kinerja Utama yang baik; 

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di :  Surabaya 
Pada tanggal :  11 Januari 2021 
Ketua, 
 

 

 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie S.H., M.H. 

NIP. 19551203 198103 1 001 

 

Tembusan kepada Yth. : 

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama RI; 
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
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 Lampiran I Surat Keputusan Ketua 
 Nomor   : W13-A/358/OT.01.1/SK/01/2021 

 Tanggal : 11 Januari 2021 

PENETAPAN REVIU TIM INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

TAHUN 2021 

NO NAMA 
JABATAN 

DINAS TIM 

1 2 3 4 

1 Drs. H. Mohammad Yamin Awie S.H., M.H. Ketua Pembina 

2 H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Penanggung Jawab 

3 Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Panitera Ketua I 

4 H. Agus Widyo Susanto, S.H., M.H. Sekretaris Ketua II 

5 Maulana Musa Sugi Alam, S.H. 
Kabag. Perencanaan dan 

Kepegawaian 

Koordinator 

Administrasi Umum 

6 H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H. 
Kabag. Umum dan 

Keuangan 

Koordinator 

Keuangan 

7 Dra. Hj. Suffana Qomah Panmud Hukum 
Koordinator 

Administrasi Perkara 

8 Dra. Hj. Muzayyanah, M.H. Panmud Banding 
Koordinator 

Administrasi Perkara 

9 Ricky Riyyanno, S.E., S.H., M.H. 
Kasubbag. Rencana 

Program dan Anggaran 
Anggota 

10 Lukmanul Hakim, S.H. 
Kasubbag. Kepegawaian 

dan TI 

Anggota 

11 Rusmin Rapi, S.T., S.H., M.H. 
Kasubbag. Keuangan 

dan Pelaporan 

Anggota 

12 Rohmad Bahrudin, S.Kom., M.HP. 
Kasubbag. Tata Usaha 

dan Rumah Tangga 
Anggota 

13 Nur Sa’adah Muhammad, S.H.I. 
Analis Perencanaan, 

Evaluasi, dan Pelaporan 

Anggota 

14 Dhita Novia Widaningsih, S.Psi. Analis SDM Aparatur Anggota 

Ditetapkan di :  Surabaya 
Pada tanggal :  11 Januari 2021 
Ketua, 
 

 

 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie S.H., M.H. 

NIP. 19551203 198103 1 001 
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REVISI RENCANA KERJA TAHUNAN 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

W13-A/1978/OT.01.1/04/2021 

 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Rencana Kinerja 

Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang 

akan dicapai pada tahun 2021 sebagaimana daftar terlampir. 

Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur 

keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja 

pada akhir tahun anggaran 2021. 

 

 

Surabaya, 05 April 2021 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 

 

 

 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

NIP. 19551203 198103 1 001 
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REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021 
W13-A/1978/OT.01.1/04/2021 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

 

NO 
SASARAN 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

1 Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan, dan 
Akuntabel 

Persentase sisa 
perkara perdata 
agama yang 
diselesaikan 

100% Penyelesaian 
perkara 

Meningkatkan 
frekuensi 
persidangan 

Biaya proses 
penyelesaian 
perkara                      Rp 
150.000,00/perkara 
berdasarkan 
PERMA Nomor 3 
Tahun 2013 

Keberhasilan 
Program 
penyelesaian 
perkara dan 
peningkatan 
Manajemen 
Agama juga 
didukung oleh 
anggaran dari 
DIPA 01 yaitu 
Program 
dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
lainnya 
Mahkamah Agung 
untuk membiayai 
layanan 

Percepatan 
Hakim menelaah 
berkas perkara 
Melakukan 
monitoring dan 
evaluasi 
penyelesaian 
sisa perkara 

Persentase 
perkara perdata 
agama yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

97% Percepatan 
registrasi 
perkara 

- 

Mempersingkat 
waktu 
penundaan 
sidang 
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Percepatan 
persidangan 
sesuai SOP 
(sebelum 3 
bulan) 

operasional bagi 
kelancaran 
layanan publik, 
penyelenggaraan 
manajemen  tugas 
teknis lainnya, 
peningkatan 
kualitas SDM dan 
tersedianya 
sarana dan 
prasarana  dalam 
mendukung 
layanan Peradilan 
sebesar Rp 
27.818.788.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mengefektifkan 
one day minute 
Mengintensifkan 
publikasi 
putusan (one 
day publish) 
Pengiriman 
salinan putusan 
maksimal 7 hari 
ke Pengadilan 
Agama Pengaju 
Monev 
perjanjian 
kinerja 
Pemberian 
reward kinerja 
penyelesaian 
perkara 

Persentase 
perkara banding 

73% Meningkatkan 
kualitas putusan 

- 
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yang tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
kasasi 

melalui diskusi 
hukum 
Meningkatkan 
transparansi 
informasi proses 
penyelesaian 
perkara 

Indeks 
responden 
Pengadilan 
Tingkat Pertama 
yang puas 
terhadap layanan 
Pengadilan 
Tingkat Banding 

93% Menyediakan 
layanan 
konsultasi 
masyarakat 
melalui website 
dan aplikasi 

- 

Meningkatkan 
akses 
masyarakat 
untuk 
memperoleh 
informasi 
melalui sosial 
media 
Tidak 
memberlakukan 
jam istirahat 
pada layanan 
PTSP 
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Mengadakan 
pelatihan service 
excellent 
petugas layanan 
Meningkatkan 
penanganan 
pengaduan 
Menindaklanjuti 
hasil survei 
Mengefektifkan 
one day minute 

2 Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Persentase 
salinan putusan 
perkara perdata 
yang dikirim ke 
Pengadilan 
Agama Pengaju 
tepat waktu 

100% Percepatan 
pengiriman 
kembali berkas 
banding ke 
Pengadilan 
Agama Pengaju 

- 

Mempercepat 
proses 
perbaikan 
produk yang 
telah selesai dan 
pengiriman 
kembali ke 
Pengadilan 
Agama Pengaju 
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Melakukan 
monev 
pengiriman 
salinan putusan 
ke Pengadilan 
Agama Pengaju 

Persentase 
putusan yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari setelah 
putus 

100% Mempercepat 
penyelesaian 
putusan 
ekonomi 
syari'ah dan 
pengesahan 
perkawinan/ 
istbat nikah 

- 

Meningkatkan 
kualitas putusan 
ekonomi syariah 
dan pengesahan 
perkawinan/ 
istbat nikah 
Mempercepat 
publikasi 
putusan melalui 
SIPP dan 
direktori 
putusan 
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Memberikan 
pembinaan dan 
pengawasan 
untuk 
peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan dan 
penyelesaian 
perkara 

3 Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Agama 
yang Bermutu 

Persentase hasil 
pembinaan dan 
pengawasan 
yang 
ditindaklanjuti 

100% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Agama 

Melakukan 
pembinaan dan 
pengawasan 

Biaya program 
peningkatan 
manajemen 
Peradilan Agama 
dibiayai dari 
anggaran DIPA 04 
sebesar                            
Rp 406.324.000,00 

Melakukan 
monev tindak 
lanjut hasil 
pengawasan 
Menindaklanjuti 
temuan hasil 
pengawasan 

Persentase 
Peradilan Agama 
yang dilakukan 
surveillance APM 
dengan nilai A 
excellent 

100% Melakukan 
kegiatan 
survaillance 
implementasi 
APM 
Melakukan 
monev 
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implementasi 
APM 
Sosialisasi 
tentang APM 
oleh asesor 
internal kepada 
seluruh pegawai 

Persentase 
pengaduan yang 
ditindaklanjuti 

100% Menindaklanjuti 
pengaduan yang 
diterima 
Mengadakan 
lomba kinerja 
administrasi 
perkara dan 
kesekretariatan 

 

Surabaya, 05 April 2021 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 

 

 

 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

NIP. 19551203 198103 1 001 
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REVISI RENCANA KERJA TAHUNAN 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

W13-A/1979/OT.01.1/04/2021 

 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Rencana Kinerja 

Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang 

akan dicapai pada tahun 2022 sebagaimana daftar terlampir. 

Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur 

keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja 

pada akhir tahun anggaran 2022. 

 

 

Surabaya, 05 April 2021 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 

 

 

 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

NIP. 19551203 198103 1 001
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REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022 
W13-A/1979/OT.01.1/04/2021 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 
 

NO 
SASARAN 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

1 Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan, dan 
Akuntabel 

Persentase sisa 
perkara perdata 
agama yang 
diselesaikan 

100% Penyelesaian 
perkara 

Meningkatkan 
frekuensi 
persidangan 

Biaya proses 
penyelesaian 
perkara                      Rp 
150.000,00/perkara 
berdasarkan 
PERMA Nomor 3 
Tahun 2013 

Keberhasilan 
Keberhasilan 
Program 
penyelesaian 
perkara dan 
peningkatan 
Manajemen 
Agama juga 
didukung oleh 
anggaran dari 
DIPA 01 yaitu 
Program 
dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
lainnya 
Mahkamah Agung 
untuk membiayai 

Percepatan 
Hakim menelaah 
berkas perkara 
Melakukan 
monitoring dan 
evaluasi 
penyelesaian 
sisa perkara 

Persentase 
perkara perdata 
agama yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

97% Percepatan 
registrasi 
perkara 

- 

Mempersingkat 
waktu 
penundaan 
sidang 
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Percepatan 
persidangan 
sesuai SOP 
(sebelum 3 
bulan) 

layanan 
operasional bagi 
kelancaran 
layanan publik, 
penyelenggaraan 
manajemen  tugas 
teknis lainnya, 
peningkatan 
kualitas SDM dan 
tersedianya 
sarana dan 
prasarana  dalam 
mendukung 
layanan Peradilan 
sebesar Rp 
25.672.119.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mengefektifkan 
one day minute 
Mengintensifkan 
publikasi 
putusan (one 
day publish) 
Pengiriman 
salinan putusan 
maksimal 7 hari 
ke Pengadilan 
Agama Pengaju 
Monev 
perjanjian 
kinerja 
Pemberian 
reward kinerja 
penyelesaian 
perkara 

Persentase 
perkara banding 

73% Meningkatkan 
kualitas putusan 

- 



  

 135 
 

yang tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
kasasi 

melalui diskusi 
hukum 
Meningkatkan 
transparansi 
informasi proses 
penyelesaian 
perkara 

Indeks 
responden 
Pengadilan 
Tingkat Pertama 
yang puas 
terhadap layanan 
Pengadilan 
Tingkat Banding 

93% Menyediakan 
layanan 
konsultasi 
masyarakat 
melalui website 
dan aplikasi 

- 

Meningkatkan 
akses 
masyarakat 
untuk 
memperoleh 
informasi 
melalui sosial 
media 
Tidak 
memberlakukan 
jam istirahat 
pada layanan 
PTSP 
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Mengadakan 
pelatihan service 
excellent 
petugas layanan 
Meningkatkan 
penanganan 
pengaduan 
Menindaklanjuti 
hasil survei 
Mengefektifkan 
one day minute 

2 Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Persentase 
salinan putusan 
perkara perdata 
yang dikirim ke 
Pengadilan 
Agama Pengaju 
tepat waktu 

100% Percepatan 
pengiriman 
kembali berkas 
banding ke 
Pengadilan 
Agama Pengaju 

- 

Mempercepat 
proses 
perbaikan 
produk yang 
telah selesai dan 
pengiriman 
kembali ke 
Pengadilan 
Agama Pengaju 
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Melakukan 
monev 
pengiriman 
salinan putusan 
ke Pengadilan 
Agama Pengaju 

Persentase 
putusan yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari setelah 
putus 

100% Mempercepat 
penyelesaian 
putusan 
ekonomi 
syari'ah dan 
pengesahan 
perkawinan/ 
istbat nikah 

- 

Meningkatkan 
kualitas putusan 
ekonomi syariah 
dan pengesahan 
perkawinan/ 
istbat nikah 
Mempercepat 
publikasi 
putusan melalui 
SIPP dan 
direktori 
putusan 
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Memberikan 
pembinaan dan 
pengawasan 
untuk 
peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan dan 
penyelesaian 
perkara 

3 Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Agama 
yang Bermutu 

Persentase hasil 
pembinaan dan 
pengawasan 
yang 
ditindaklanjuti 

100% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Agama 

Melakukan 
pembinaan dan 
pengawasan 

Biaya program 
peningkatan 
manajemen 
Peradilan Agama 
dibiayai dari 
anggaran DIPA 04 
sebesar                            
Rp 836.664.000,00 

Melakukan 
monev tindak 
lanjut hasil 
pengawasan 
Menindaklanjuti 
temuan hasil 
pengawasan 

Persentase 
Peradilan Agama 
yang dilakukan 
surveillance APM 
dengan nilai A 
excellent 

100% Melakukan 
kegiatan 
survaillance 
implementasi 
APM 
Melakukan 
monev 
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implementasi 
APM 
Sosialisasi 
tentang APM 
oleh asesor 
internal kepada 
seluruh pegawai 

Persentase 
pengaduan yang 
ditindaklanjuti 

100% Menindaklanjuti 
pengaduan yang 
diterima 
Mengadakan 
lomba kinerja 
administrasi 
perkara dan 
kesekretariatan 

 
 

Surabaya, 05 April 2021 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 
 
 
 
Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 
NIP. 19551203 198103 1 001 
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RENCANA KERJA TAHUNAN 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

W13-A/5107/OT.01.1/12/2021 

 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Rencana Kinerja 

Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang 

akan dicapai pada tahun 2023 sebagaimana daftar terlampir. 

Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur 

keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja 

pada akhir tahun anggaran 2023. 

 

 

Surabaya, 20 Desember 2021 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 

 

 

 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

NIP. 19551203 198103 1 001
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RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023 
W13-A/5107/OT.01.1/12/2021 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 
 

NO 
SASARAN 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 

1 Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan, dan 
Akuntabel 

Persentase sisa 
perkara perdata 
agama yang 
diselesaikan 

100% Penyelesaian 
perkara 

Meningkatkan 
frekuensi 
persidangan 

Biaya proses 
penyelesaian 
perkara                      Rp 
150.000,00/perkara 
berdasarkan RMA 
Nomor 3 Tahun 
2013 

Keberhasilan 
Keberhasilan 
Program 
penyelesaian 
perkara dan 
peningkatan 
Manajemen 
Agama juga 
didukung oleh 
anggaran dari 
DIPA 01 yaitu 
Program 
dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
lainnya 
Mahkamah Agung 
untuk membiayai 

Percepatan 
Hakim menelaah 
berkas perkara 
Melakukan 
monitoring dan 
evaluasi 
penyelesaian 
sisa perkara 

Persentase 
perkara perdata 
agama yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

98% Percepatan 
registrasi 
perkara 

- 

Mempersingkat 
waktu 
penundaan 
sidang 
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Percepatan 
persidangan 
sesuai SOP 
(sebelum 3 
bulan) 

layanan 
operasional bagi 
kelancaran 
layanan publik, 
penyelenggaraan 
manajemen  tugas 
teknis lainnya, 
peningkatan 
kualitas SDM dan 
tersedianya 
sarana dan 
prasarana  dalam 
mendukung 
layanan Peradilan 
sebesar Rp 
25.672.119.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mengefektifkan 
one day minute 
Mengintensifkan 
publikasi 
putusan (one 
day publish) 
Pengiriman 
salinan putusan 
maksimal 7 hari 
ke Pengadilan 
Agama Pengaju 
Monev 
perjanjian 
kinerja 
Pemberian 
reward kinerja 
penyelesaian 
perkara 

Persentase 
perkara banding 

74% Meningkatkan 
kualitas putusan 

- 
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yang tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
kasasi 

melalui diskusi 
hukum 
Meningkatkan 
transparansi 
informasi proses 
penyelesaian 
perkara 

Indeks 
responden 
Pengadilan 
Tingkat Pertama 
yang puas 
terhadap layanan 
Pengadilan 
Tingkat Banding 

94% Menyediakan 
layanan 
konsultasi 
masyarakat 
melalui website 
dan aplikasi 

- 

Meningkatkan 
akses 
masyarakat 
untuk 
memperoleh 
informasi 
melalui sosial 
media 
Tidak 
memberlakukan 
jam istirahat 
pada layanan 
PTSP 
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Mengadakan 
pelatihan service 
excellent 
petugas layanan 
Meningkatkan 
penanganan 
pengaduan 
Menindaklanjuti 
hasil survei 
Mengefektifkan 
one day minute 

2 Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

Persentase 
salinan putusan 
perkara perdata 
yang dikirim ke 
Pengadilan 
Agama Pengaju 
tepat waktu 

100% Percepatan 
pengiriman 
kembali berkas 
banding ke 
Pengadilan 
Agama Pengaju 

- 

Mempercepat 
proses 
perbaikan 
produk yang 
telah selesai dan 
pengiriman 
kembali ke 
Pengadilan 
Agama Pengaju 



  

 146 
 

Melakukan 
monev 
pengiriman 
salinan putusan 
ke Pengadilan 
Agama Pengaju 

Persentase 
putusan yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat yang 
dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari setelah 
putus 

100% Mempercepat 
penyelesaian 
putusan 
ekonomi 
syari'ah dan 
pengesahan 
perkawinan/ 
istbat nikah 

- 

Meningkatkan 
kualitas putusan 
ekonomi syariah 
dan pengesahan 
perkawinan/ 
istbat nikah 
Mempercepat 
publikasi 
putusan melalui 
SIPP dan 
direktori 
putusan 
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Memberikan 
pembinaan dan 
pengawasan 
untuk 
peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan dan 
penyelesaian 
perkara 

3 Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Agama 
yang Bermutu 

Persentase hasil 
pembinaan dan 
pengawasan 
yang 
ditindaklanjuti 

100% Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Agama 

Melakukan 
pembinaan dan 
pengawasan 

Biaya program 
peningkatan 
manajemen 
Peradilan Agama 
dibiayai dari 
anggaran DIPA 04 
sebesar                            
Rp 836.664.000,00 

Melakukan 
monev tindak 
lanjut hasil 
pengawasan 
Menindaklanjuti 
temuan hasil 
pengawasan 

Persentase 
Peradilan Agama 
yang dilakukan 
surveillance APM 
dengan nilai A 
excellent 

100% Melakukan 
kegiatan 
survaillance 
implementasi 
APM 
Melakukan 
monev 
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implementasi 
APM 
Sosialisasi 
tentang APM 
oleh asesor 
internal kepada 
seluruh pegawai 

Persentase 
pengaduan yang 
ditindaklanjuti 

100% Menindaklanjuti 
pengaduan yang 
diterima 
Mengadakan 
lomba kinerja 
administrasi 
perkara dan 
kesekretariatan 

 

Surabaya, 20 Desember 2021 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 

 

 

 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

NIP. 19551203 198103 1 001
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PERNYATAAN REVISI PERJANJIAN KINERJA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

NO. W13-A/244/OT.01.1/01/2021 

 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

Jabatan  : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama, 

Nama   : Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. 

Jabatan  : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang 

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.  Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntablitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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 Surabaya, 06 Januari 2021 

Pihak Kedua, Pihak Pertama, 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 

 
 
 
 
 

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

NIP. 19630313 198903 1 021 NIP. 19551203 198103 1 001 
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LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

NO. W13-A/244/OT.01.1/01/2021 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan, dan 

akuntabel 

a. Persentase sisa perkara perdata agama 

yang diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara perdata agama yang 

diselesaikan tepat waktu 

97% 

c. Persentase perkara banding yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi 

73% 

d. Indeks responden Pengadilan Tingkat 

Pertama yang puas terhadap layanan 

Pengadilan Tingkat Banding 

93% 

2. Peningkatan efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase salinan putusan perkara 

perdata yang dikirim ke Pengadilan 

Agama Pengaju tepat waktu 

100% 

b. Persentase putusan yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 hari setelah 

putus 

100% 

3. Peningkatan 

manajemen peradilan 

agama yang bermutu 

a. Persentase hasil pembinaan dan 

pengawasan yang ditindaklanjuti 

100% 

b. Persentase Peradilan Agama yang 

dilakukan surveillance APM dengan nilai A 

excellent 

100% 

c. Persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

100% 
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KEGIATAN ANGGARAN 

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan 

Urusan Administrasi 

Rp 27.273.998.000,00 

2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah 

Agung 

Rp       544.790.000,00 

3. Peningkatan manajemen peradilan agama Rp       406.324.000,00 

 

Surabaya, 06 Januari 2021 

Ketua, 
 
 
 
 
 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

NIP. 19551203 198103 1 001 
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

NO. W13-A/125/OT.01.1/1/2022 

 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

Jabatan  : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama, 

Nama   : Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. 

Jabatan  : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang 

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.  Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntablitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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 Surabaya, 03 Januari 2022 

Pihak Kedua, Pihak Pertama, 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 

 
 
 
 
 

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

NIP. 19630313 198903 1 021 NIP. 19551203 198103 1 001 
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

NO. W13-A/125/OT.01.1/1/2022 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan, dan 

akuntabel 

a. Persentase sisa perkara perdata agama 

yang diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara perdata agama yang 

diselesaikan tepat waktu 

97% 

c. Persentase perkara banding yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi 

73% 

d. Indeks responden Pengadilan Tingkat 

Pertama yang puas terhadap layanan 

Pengadilan Tingkat Banding 

93% 

2. Peningkatan efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase salinan putusan perkara 

perdata yang dikirim ke Pengadilan 

Agama Pengaju tepat waktu 

100% 

b. Persentase putusan yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari 

setelah putus 

100% 

3. Peningkatan 

manajemen peradilan 

agama yang bermutu 

a. Persentase hasil pembinaan dan 

pengawasan yang ditindaklanjuti 

100% 

b. Persentase Peradilan Agama yang 

dilakukan surveillance APM dengan nilai 

A excellent 

100% 

c. Persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

100% 
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KEGIATAN ANGGARAN 

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan 

Urusan Administrasi 

Rp 25.500.119.000,00 

2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah 

Agung 

Rp       172.000.000,00 

3. Peningkatan manajemen peradilan agama Rp       760.664.000,00 

 

Surabaya, 03 Januari 2022 

Ketua, 
 
 
 
 
 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

NIP. 19551203 198103 1 001 
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PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 
Jl.Mayjend. Sungkono No. 7 Telp.(031) 5681797/Fax.(031) 5680426 

SURABAYA 60225 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN 

EVALUASI TRIWULANAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA 
DAN LKjIP  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dokumen ini adalah milik Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun 
tanpa seijin Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

 

KODE DOKUMEN : SOP/AS/21 

TGL. PEMBUATAN : 01/03/2021 

TGL. REVISI :         - 

TGL. EFEKTIF : 01/03/2021 

Disahkan  Oleh, 

Ketua 
 

  
 
 
 
 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 
NIP.  195512031981031001 

DOKUMEN MASTER : ✓  

DOKUMEN TERKENDALI :  NO. SALINAN : 0 0 1 

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :   

DOKUMEN KADALUARSA :   
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PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

 

 
Jl. Mayjend. Sungkono No. 7, 

Telp.(031) 5681797/Fax.(031) 5680426 
Surabaya 60225 

Nomor SOP : SOP/AS/21 

Tanggal Pembuatan : 01/03/2021 

Tanggal Revisi : - 

Tanggal Efektif : 01/03/2021 

Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tinggi Agama 
 
 
 
 
Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

NIP. 195512031981031001 

 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI TRIWULANAN REALISASI 
PERJANJIAN KINERJA DAN LKjIP 

 
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan 

1. S1 
2. S2  
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan SOP 

6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintah 

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 
Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

8 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada Di 
bawahnya 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 

1. SOP Manual Mutu Komputer, jaringan internet, data dan informasi terkait dengan SAKIP, 
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2. SOP Penyusunan SAKIP printer, scanner, ATK, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

3 SOP Penyelesaian Perkara 

4 SOP Laporan Bulanan dan Tahunan Perkara 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan akuntabilitas 
kinerja tidak akan berjalan dengan baik 

Laporan indikator kebutuhan unit, SK Tim Penyusun Laporan 

2. Jika pengumpul data kinerja tidak diselesaikan dengan 
baik dan benar, maka kegiatan pelaporan akan terhambat  
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PROSEDUR PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI TRIWULANAN PERJANJIAN KINERJA DAN LKjIP 

 
No 

 
Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku  

Ket. 

Operator 
Panmud 
Hukum 

Kasubbag. 
Keuangan dan 
Kepegawaian 

Kabag./ 
Kasubbag. 
Renprog 

Tim Penyusun 
SAKIP 

Panitera/ 
Sekretaris 

Ketua Kelengkapan Waktu Output 

1. Panitera/ Sekretaris memberikan perintah 
ke Kabag./ Kasubbag. Renprog untuk 
menyiapkan data laporan bulanan 
perkara dan umum sebagai bahan 
laporan realisasi Perjanjian Kinerja untuk 
kemudian diinput pada aplikasi e-SAKIP 
Komdanas 

 

 
      Disposisi/ 

perintah 
10 

menit 
Data laporan 

bulanan perkara dan 
Kesekretariatan 

Awal bulan 

2. Mengklasifikasi dan menginput data 
laporan bulanan pada aplikasi e-SAKIP 
Komdanas 

 
 
 

      Data laporan 
bulanan perkara 

dan 
Kesekretariatan 

45 
menit 

Hasil input data 
laporan e-SAKIP 

Komdanas 

Awal bulan  

3. Memeriksa dan menelaah laporan 
bulanan realisasi Perjanjian Kinerja yang 
terlah diinput pada aplikasi e-SAKIP 
Komdanas 

       e-SAKIP 
Komdanas 

15 
menit 

Laporan bulanan e-
SAKIP Komdanas 

yang sudah 
diperiksa 

 

4. Menyiapkan bahan laporan evaluasi 
triwulanan realisasi Perjanjian Kinerja 
berdasarkan data yang telah diinput pada 
aplikasi e-SAKIP Komdanas 

       e-SAKIP 
Komdanas dan 

data laporan 
bulanan 

60 
menit 

Disposisi 
 

Mulai 
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5. Menyusun laporan evaluasi triwulanan 
realisasi Perjanjian Kinerja 

      
  Tidak 

 Data laporan 
bulanan e-SAKIP 

Komdanas 

15 jam Konsep laporan 
triwulanan realiasasi 

Perjanjian Kinerja 

 

6. Memeriksa dan menelaah laporan 
triwulanan realisasi Perjanjian Kinerja 

        
 Tidak 

Konsep laporan 
triwulanan 
realiasasi 

Perjanjian Kinerja 

30 
menit 

Konsep laporan 
triwulanan yang 

telah diparaf 

 

7 Memeriksa dan menandatangani laporan 
evaluasi triwulanan realisasi Perjanjian 
Kinerja 

           Ya  Konsep laporan 
triwulanan 
realiasasi 

Perjanjian Kinerja 

15 
menit 

Laporan triwulanan 
realisasi Perjanjian 

Kinerja 

 

8. Menyimpan laporan evaluasi triwulanan 
sebagai bahan LKjIP 

    

  
   Konsep SK Tim 10 

menit 
Arsip laporan 

triwulanan Perjanjian 
Kinerja 
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No  
Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku  

Ket. 

Operator 
Panmud 
Hukum 

Kasubbag. 
Keuangan dan 
Kepegawaian 

Kabag./ 
Kasubbag. 
Renprog 

Tim Penyusun 
SAKIP 

Panitera/ 
Sekretaris 

Ketua Kelengkapan Waktu Output 

9. Menyiapkan bahan penyusunan 
LKjIP dari laporan evaluasi triwulanan 
dan laporan dari Panmud dan 
Kasubbag 

       Laporan 
triwulanan 
Perjanjian 

Kinerja dan data 
laporan 

30 
menit 

Bahan 
penyusunan LKjIP 

 

10 Menyusun LKjIP        Bahan laporan 
LKjIP 

20 jam Konsep LKjIP 
 

11 Memeriksa dan memaraf konsep 
LKjIP 

       Tidak Konsep LKjIP 30 
menit 

Konsep LKjIP 
 

12 Memeriksa dan menandatangani 
LKjIP 

           Ya  Konsep LKjIP 15 
menit 

Dokumen LKjIP 
 

13 Mengirimkan SAKIP ke Biro 
Perencanaan Mahkamah Agung 

       Dokumen LKjIP 7 jam Dokumen LKjIP 
 

14 Mengarsipkan salinan LKjIP           
 

Selesai 
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SURAT KEPUTUSAN 

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

Nomor : W13-A/1250/OT.01.2/SK/02/2022 

TENTANG 

REVIU TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

TAHUN 2021 

 

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

 

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya mutasi dan promosi Hakim Tinggi di 
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka perlu 
dilakukan reviu Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah  (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan 
Tim Penilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  (LKjIP) 
Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama 
Surabaya Tahun 2021; 

b. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja untuk mencapai 
sasaran kerja perlu membentuk Tim Penyusun Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan 
Tinggi Agama Surabaya; 

c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat 
Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu 
melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan 
Tinggi Agama Surabaya. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 
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4. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 
Mahkamah Agung R.I.; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dna 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 
5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 
Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024. 

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 

3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal 

Penyampaian Dokumen SAKIP. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

TAHUN 2021 

Kesatu :  Menetapkan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2021 dengan 

susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I 

Keputusan ini. 

Kedua : Tim Penyusun sebagaiman dimaksud diktum pertama mempunyai 

tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini. 

Ketiga : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai berikut: 

1. Menyusun dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024; 

2. Menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 

2022, dan 2023; 

3. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan 2022; 

4. Menyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022; dan  

5. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 

2021. 



  

 167 
 

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di :  Surabaya 
Pada tanggal :  20 April 2021 
Ketua, 
 

 

 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

NIP. 19551203 198103 1 001 

Tembusan kepada Yth. : 

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama RI; 
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
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              Lampiran I Surat Keputusan Ketua 
              Nomor   : W13-A/1250/OT.01.2/SK/02/2022 

              Tanggal : 20 April 2021 

TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

TAHUN 2021 

NO NAMA 
JABATAN 

DINAS TIM 

1 2 3 4 

TIM PENGARAH 

1 Drs. H. Mohammad YAmin Awie, S.H., M.H. Ketua Pembina 

2 H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Penanggung Jawab 

3 Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Panitera Ketua I 

4 H. Agus Widyo Susanto, S.H., M.H. Sekretaris Ketua II 

TIM PENYUSUN 

BAGIAN PENYUSUNAN DOKUMEN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

5 H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H. 
Kabag. Umum dan 

Keuangan 
Koordinator 

6 Rusmin Rapi, S.T., S.H., M.H. 
Kasubbag. Keuangan 

dan Pelaporan 
Anggota 

7 Bambang Subroto, S.H., M.M. Panitera Pengganti Anggota 

8 Lukmanul Hakim, S.E., S.H. 
Kasubbag. Kepegawaian 

dan Teknologi Informasi 
Anggota 

9 Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H. Panitera Pengganti Anggota 

10 Qurrotul ‘Aini, S.IAN. Analis Kepegawaian Anggota 

BAGIAN PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 

11 Maulana Musa Sugi Alam, S.H. 
Kabag. Perencanaan dan 

Kepegawaian 
Koordinator 

12 Dra. Hj. Suffana Qomah Panmud Hukum Anggota 

13 Ricky Riyyanno, S.E., S.H., M.H. 
Kasubabg. Rencana 

Program dan Anggaran 
Anggota 

14 Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES. Panitera Pengganti Anggota 

15 Naini Triastuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti Anggota 

16 Nur Sa’adah Muhammad, S.H.I. 
Analis Perencanaan, 

Evaluasi, dan Pelaporan 
Anggota 

17 Dhita Novia Widaningsih, S.Psi. Analis SDM Aparatur Anggota 

BAGIAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI KINERJA 

18 Dra. Hj. Muzayyanah, M.H. Panmud Banding Anggota 

19 Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H. Panitera Pengganti Anggota 

20 Ika Karlina, S.H., M.H. Pranata Keuangan APBN Anggota 
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21 M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP, Panitera Pengganti Anggota 

22 Rachmad Firman Kristanto, S.Mn. Analis SDM Aparatur Anggota 

23 Irma Ratna Sari, S.Psi. Analis SDM Aparatur Anggota 

24 Nugraheni Puji Hartini, S.Akun. Analis SDM Aparatur Anggota 

BAGIAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANAKINERJA TAHUNAN (RKT) 

25 Melati Pudjiwiandari, S.H. Panitera Pengganti Koordinator 

26 Argita Budi Mawarni, S.H. Pranata Keuangan APBN Anggota 

27 Diana Kholidah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Anggota 

28 Eva Ervina, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti Anggota 

29 Hj. Sufa’ah, S.Ag. Panitera Pengganti Anggota 

30 Novita Mahdiyah Izzati, S.H. Analis Kepegawaian Anggota 

31 Nurunnisaul Jannah, S.H. Analis Perkara Peradilan Anggota 

32 Isnayati, A.Md. Analis Kepegawaian Anggota 

33 Widya Chandra Andhesti Yudha, A.Md. Pengelola BMN  

BAGIAN PENYUSUNAN BIDANG EDITING, FINISHING, DAN LAYOUT COVER/SAMPUL 

34 Rohmad Bahrudin, S.Kom., M.HP. 
Kasubbag. Tata Usaha 

dan Rumah Tangga 
Koordinator 

35 Muh. Basuki Kurniawan, A.Md. 
Pengelola Sistem dan 

Jaringan 
Anggota 

36 Adip Tohari Pemelihara Sarpras Anggota 

37 Muhammad Lukman Alifi, S.Kom. PPNPN Anggota 

38 Aditya Zaadur Rizqi, S.Kom. PPNPN Anggota 

39 Muhammad Yahya PPNPN Anggota 

 

Ditetapkan di :  Surabaya 
Pada tanggal :  20 April 2021 
Ketua, 
 

 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. 

NIP. 19551203 198103 1 001 
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Lampiran I Surat Keputusan Ketua 
Nomor   : W13-A/1250/OT.01.2/SK/02/2022 

Tanggal : 22 Februari 2022 

 

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

TAHUN 2021 

NO JABATAN URAIAN TUGAS 

1 2 3 

1 Tim Pengarah a. Memberikan arahan, pertimbangan, masukan, dan saran kepada Tim 
Penyusun dalam Penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) 

b. Menetapkan target dan capaian kinerja 
c. Mengesahkan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) 
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap 

target dan capaian kinerja 
2 Tim Penyusun a. Mengkoordinasikan persiapan penyusunan dokumen Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi 
dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Perencanaan Strategis, 
Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, 
Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja 

b. Mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data kinerja sebagai 
bahan untuk penyusunan dokumen dokumen Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

c. Menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Perencanaan 
Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi 
Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

d. Melakukan evaluasi/ perubahan dokumen Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara dengan ketentuan yang 
berlaku 

e. Mengarsipkan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) 

f. Mengirimkan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) 

g. Mengunggah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) ke dalam e-SAKIP Reviu Kementerian PAN RB dan 
aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung R.I. dan 
mempublikasikannya dalam website 
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Ditetapkan di :  Surabaya 
Pada tanggal :  20 April 2021 
Ketua, 
 

 

 

Dr. H. Bahruddin Muhammad S.H., M.H. 

NIP.195705021981031006
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STRUKTUR ORGANISASI 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 
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MATRIKS REVIU KE-1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TAHUN 2021 

 

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang Agung 

Misi :  1. Menjaga kemandirian badan peradilan 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan 

 

NO 
TUJUAN TARGET 

JANGKA 
MENENGAH 

SASARAN STRATEGIS TARGET 

URAIAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat 
terhadap 
sistem 
peradilan 
melalui proses 
peradilan yang 
pasti, 
transparan, dan 
akuntabel 

Persentase 
sisa perkara 
perdata 
agama yang 
diselesaikan 

100% Terwujudnya 
proses 
peradilan 
yang pasti, 
transparan, 
dan 
akuntabel 

Persentase 
sisa perkara 
perdata 
agama yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
perkara 
perdata 
agama yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

97% Persentase 
perkara 
perdata agama 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

97% 97% 97% 98% 98% 

Persentase 
perkara 
banding yang 

73% Persentase 
perkara 
banding yang 

75% 73% 73% 74% 74% 
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tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
kasasi 

tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
kasasi 

Indeks 
responden 
Pengadilan 
Tingkat 
Pertama yang 
puas terhadap 
layanan 
Pengadilan 
Tingkat 
Banding 

93% Indeks 
responden 
Pengadilan 
Tingkat 
Pertama yang 
puas terhadap 
layanan 
Pengadilan 
Tingkat 
Banding 

90% 93% 93% 94% 95% 

2 Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

Persentase 
salinan 
putusan 
perkara 
perdata yang 
dikirim ke 
Pengadilan 
Agama 
Pengaju tepat 

100% Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

Persentase 
salinan 
putusan 
perkara 
perdata yang 
dikirim ke 
Pengadilan 
Agama 
Pengaju tepat 

90% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
putusan 
perkara yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 

100% Persentase 
putusan 
perkara yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 

100% 100% 100% 100% 100% 



  

 175 
 

diakses secara 
online dalam 
waktu 1 (satu) 
hari setelah 
putus 

diakses secara 
online dalam 
waktu 1 (satu) 
hari setelah 
putus 

3 Terwujudnya 
manajemen 
peradilan 
agama yang 
bermutu 

Persentase 
hasil 
pembinaan 
dan 
pengawasan 
yang 
ditindaklanjuti 

100% Peningkatan 
manajemen 
peradilan 
agama yang 
bermutu 

Persentase 
hasil 
pembinaan 
dan 
pengawasan 
yang 
ditindaklanjuti 

- 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
Peradilan 
Agama yang 
dilakukan 
surveillance 
APM dengan 
nilai A 
excellent 

100% Persentase 
Peradilan 
Agama yang 
dilakukan 
surveillance 
APM dengan 
nilai A 
excellent 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
pengaduan 
yang 
ditindaklanjuti 

100% Persentase 
pengaduan 
yang 
ditindaklanjuti 

- 100% 100% 100% 100% 
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LAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN 

DALAM WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

TAHUN 2021 

 

NO SATUAN KERJA 
TANGGAL 

PENERIMAAN 

TANGGAL 

DITINDAKLANJUTI 
KETERANGAN 

1 PA Kab. Malang 08 Januari 2021 25 Januari 2021 - 

2 PA Jombang 15 Januari 2021 10 Agustus 2021 - 

3 PA Gresik 25 Januari 2021 04 Februari 2021 - 

4 PA Kab. Kediri 26 Januari 2021 04 Februari 2021 - 

5 PA Pasuruan 10 Februari 2021 17 Maret 2021 - 

6 PA Banyuwangi 15 Februari 2021 19 Februari 2021 - 

7 PA Gresik 29 Maret 2021 30 Maret 2021 - 

8 PA Jember 31 Maret 2021 06 April 2021 - 

9 PA Blitar 01 April 2021 05 April 2021 - 

10 PA Sampang 11 Mei 2021 - Berdasarkan hasil telaah Hakim Tinggi Pengawas bahwa pengaduan 

tersebut tidak perlu ditindaklanjuti karena sudah sesuai dengan 

hukum acara  
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11 PA Tulungagung 16 Juni 2021 06 Juli 2021 - 

12 PA Kraksaan 28 Juni 2021 29 Juni 2021 - 

13 PA Sidoarjo 28 Juli 2021 10 Agustus 2021 - 

14 PA Sidoarjo 04 Agustus 2021 31 Agustus 2021 - 

15 PA Pamekasan 02 September 2021 03 September 2021 - 

16 PA Bojonegoro 09 September 2021 22 September 2021 - 

17 PA Pasuruan 29 September 2021 08 Oktober 2021 - 

18 PA Kraksaan 29 September 2021 04 Oktober 2021 - 

19 PA Nganjuk 04 Oktober 2021 12 Oktober 2021 - 

20 PA Kab. Malang 06 Oktober 2021 12 Oktober 2021 - 

21 PA Jember 22 Oktober 2021 29 Oktober 2021 - 

22 PA Kab. Malang 28 Oktober 2021 01 November 2021 - 

23 PA Surabaya 01 November 2021 02 November 2021 - 

24 PA Sidoarjo 02 November 2021 10 November 2021 - 

25 PA Tuban 13 November 2021 23 November 2021 - 

26 PA Lamongan 25 November 2021 29 November 2021 - 

27 PA Kota Malang 07 Desember 2021 13 Desember 2021 - 
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28 PA Sidoarjo 14 Desember 2021 15 Desember 2021 - 

29 PA Bojonegoro 24 Desember 2021 22 Januari 2022 - 

 

 

 

Mengetahui            Surabaya, 31 Desember 2021 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,        Panitera, 
 

 

 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.        Hj. Siti Romiyani, S.H., M.
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REKAPITULASI LAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN 

DALAM WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

TAHUN 2021 

 

NO 
JUMLAH 

PENGADUAN YANG 
MASUK 

JUMLAH DAN 
STATUS PENGADUAN 

YANG 
DITINDAKLANJUTI 

JUMLAH PENGADUAN 
YANG SELESAI 

DITINDAKLANJUTI 

JUMLAH 
PENGADUAN YANG 

TERSISA 
KET. 

1 2 3 4 5 6 

 
1 
 

29 28 28 1 - 

 

 

 

Mengetahui        Surabaya, 31 Desember 
2021 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,    Panitera, 
 

 

 

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.    Hj. Siti Romiyani, S.H., 

M.H. 


